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KATA PENGANTAR

Atas rakhmat ri'uhan Yang Maha Ssa dengan in i  saya 

persembahkan sk r ip s i sebagai suatu karya ilm iah yang 

menjadi syarat untuk memperoleh g e la r  kesarjanaan pada 

^akultas Hukum H n ivers itas  A irlangga.

Selajna menyelesaikan tugas sk r ip s i yang saya p i l ih  

dalam bidang Hukum Acara Perdata in i  te lah  banyak bantuan 

yang saya peroleh dari berbagai pihak.

Pada kesempatan in i  perkenankanlah saya untuk menyampai- 

kan rasa terim a kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Yang te rc in ta  Ayahanda dan Ibunda yang selama saya me- 

n g iku ti stud i dalam ilmu hukum se la lu  memberikan doa 

restu dan dorongan sehingga saya dapat menyelesaikan 

studi pada ^akultas Hukum E n ivers itas  A irlangga.

2. Yang terhormat bapak Ismet Baswedan,S.H selaku Dosen 

Pembirabing pertama dalam penulisan sk r ip s i in i ,  juga 

yang terhormat bapak Maksum H arijan to,S .H  selaku Dosen 

Pembimbing kedua.

3. Yang terhormat bapak W.L Tobing, S.H selaku penjabat 

Kepala Dinas Hmum Perdata pada Mahkamah Agung Republik 

Indonesia,' yang te lah  memberikan petunjuk yang sangat 

berharga serta  pemberian bahan-bahan yang sangat d i-  

perlukan guna melengkapi penyusunan sk r ip s i in i .

Kepada Almamater Fakultas Hukum TTn iv e rs ita s  A ir -
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langga saya b e r ja n ji akan menjunjung t in g g i dan akan me­

laksanakan mr i  Darma Pergnruan T inggi untuk kepentingan 

TTusa, "Rangsa dan Hegara.

Wchir kata semoga ^han  Yang Maha Esa se la lu  mem­

berikan ta u fik  dan hidayahnya kepada k ita  senua.

Surabaya, 27 Karet 1981 

Penulis,
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P E N D A H U L U A N

B A B  I

1. Permasalahan

Peradilan kasasi khususnya dalam perkara perdata 

yang menjadi pembahasan dalam tu lisan  in i  merupakan salah 

satu fungsi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung karena d i-  

samping mempunyai fungsi melakukan peradilan kasasi, me­

nurut TTndang-TTndang nomer 13 tahun 196^ tentang Pengadil­

an dalam lingkungan Peradilan t’mum dan Mahkamah Agung, 

Mahkamah Agung juga melakukan fungsi tentang wewenang 

sengketa m engadili, fungsi pengawasan dan fungsi penase- 

hat b *g i pemerintah.

M elalu i peradilan kasasi baik dalam perkara perda­

ta  maupun pidana Mahkamah Agung berwenang membatalkan pu­

tusan dan penetapan dari pengadilan-pengadilan yang leb ih  

rendah karena alasan-alasan s ep erti y°jig  ditentukan menu­

rut pasal 51 TTndang-Hndang nomer 13 tahun 1965.

Tugas daripada Pengadilan Kasasi. menurut Subekti adalah :

menguji (m e n e lit i )  putusan Pengadilan-pengadilan ba­
wahan tentang sud°li tepat atau tidaknya pengetrapan 
hukum y-nng dilakukan terhadap kasus yang bersangkut- 
an yang duduk perkaranya te lah  diteljapkan o leh  Peng- 
adilan-pengadilan bawahan tersebut.

^Subekti, Hukum Acara Perdata. c e t . I ,  3PHN, Bina- 
c ip ta , 1977 (se lan ju tnya  disingkat" Subekti I ) ,  h. 155.
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Penman adanva pengadilan tingkat kasasi pada beu-

dan peradilan d i Indonesia maka para pencari keadilan ma^

sih  merapimyai kesempatan untuk memperoleh keadilan yang

diharapkan, karena tujuan diadakannya peradilan tingkat

kasasi adalah : "supaya te rc ip ta  suatu keseragaman dalam

penerapan hukum dan peraturan perundangan d i seluruh In -
2

donesia dilakukan secara tepat, benar dan a d i l " .

Oleh karena itu  peradilan kasasi yang dilakukan oleh Mah­

kamah Agung diharapkan merupakan pencenninan pelaksanaan 

dari s i la  keadilan bagi negara Bepublik Indonesia,

P i dalam Bab IX pasal 24 Undang-TTndang Dasar 1945 

dan pasal 113 K onstitusi ^epublik Indonesia Serikat 1949 

menyebutkan tentang adanya kekuasaan kehakiman yang d i­

lakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan la in - la in  badan 

kehakiman yang susunan dan kekuasaannya d ia tu r dengan un­

dang-undang. Tetap i ketentuan mengenai kasasi yang dila^- 

kukan oleh Mahkamah Agung bam ada dalam pasal 105 ayat3 

Undang-Fndang Dasar Sementara 1950 yang menyatakan :

Dalam h a l-h a l yang ditunjuk dengan undang-undang, 
terhadap keputusan-keputusan yang diberikan tingkat 
te r t in g g i oleh pengadilan-pengadilan la in  daripada 
Mahkam’ah Agung, kasasi dapat dim inta kepada Hahkamah 
Agung.

2

p
K, Vantlik  Saleh, Kekuasaan Dan Perad ilan , (rhalia  

Indonesia, Jakarta, 1977, h, 142.
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Akan te ta p i undang-undang yang mengatur tentang kasasi 

tersebut belum ada. Oleh karena itu  atas dasar ketentuan- 

ketentuan pasal 113 , 114 dan 149 K onstitu si ^epublik In­

donesia Serikat 1949 Penbentuk undang-undang fe d e ra l ke- 

mudian mengeluarkan Mndang-Hndang Mahkamah \gung nomer 1 

tahun 19^0, L.*T. 19c0 TTo.30 tanggal £ Mei 1950, dan acara 

kasasi untuk menyelesaikan perkara perdata pengaturannya 

dimulai dari pasal 112 sampai dengan pasal 120 .

Pada tanggal c J u li 19^5 diundangkan Fndang-Undang 

nomer 13 tahun 19^5, L.N. 19^5 ITo. 70 tentang Pengadilan 

dalam Lingkungan Peradilan Tmum dan Mahkamah Agung.

Dalam Pertimbangan dan Penjelasan TTmumnya dengan tegas 

disebutkan bahwa dihentuknya T^ndang-rndang nomer 13 tahun 

19cc> tersebut untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dan 

azas yang tercantum dalam TTna.ang-TTndang nomer 19 tahun 

19^4 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakim­

an.

Mas an-alas an yang dipergunakan sebagai dasar bagi 

Mahkamah ^gung untuk merabatalkan putusan dan penetapan 

pengadilan-pengadilan yang leb ih  rendah terdapat d i dalam 

pasal *51 Tndang-Mndang nomer 13 tahun 19r̂ 5 ya itu  :

a. karena la la i  memenuhi syarat-syarat yang d iw a jib - 
kan oleh peraturan perundang-undangan yang mengan- 
cam k e la la ian  itu  dengan batalnya perbuatan yang 
bersanfrkutan.

b. karena melampaui batas wewenangnya.
c. karena salah mentrapkan atau karena melanggar per­

aturan-peraturan hukum yang berlaku.

3
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^erdasarkan alasan-alasan yang tersebut d i dalam pasal 

1̂ in ila h  kasasi dapat dimint akan kepada Ilahkseiah Agung.

Se.iak berlakunya Undang-TTndang nomer 13 tahun 

19^5 m elalu i pasal 70, maka Undang-Undang Mahkamah Agung 

nomer 1 tahun 19^0 dinyatakan tidak  berlaku la g i .  Ber- 

hubung Undang-undang nomer 13 tahun 19*5 tidak-memuat 

tentang acara kasasi, maka akibatnya akan menghambat hâ - 

kim kasasi d i dalam menunaikan tugasnya karena terdapat 

kekosongan hukum ya itu  Hukum Acara Kasasi. Kekosongan hu­

kum in i  menimbulkan raasalah hukum dan mengakibatkan ada- 

nya keresahan d i dalam masyarakat yang akan mencari kea­

d ilan .

TTntuk mengatasi kesu litan  yang diakibatkan karena 

kekosongan hukum tersebut maka Mahkamah Agung dalam tia p  

keputusannya memberikan pertimbangan hukum yang mendasar- 

kan atas ketentuan pasal 70 Undang-Undang nomer 13 tahun 

19*5 yang berbunyi sebagai berikut s

Menimbang te r le b ih  dahulu, bahwa dengan berlaku­

nya ^ndang-Undang nomer 14 tahun 1970 tentang Ketentuan- 

Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang te lah  mencabut 

T7ndang-TTndang nomer 19 tahun 19^4 (yang lama) dan Hukum 

Acara Kasasi s ep e r t i yang dimaksudkan dalam pasal 49 a- 

yat^ TTndang-Undang nomer 13 tahun 19*5 sampai k in i belum 

ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegas- 

kan ^ukura Acara Kasasi yang harus dipergunakan ;

4
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bahwa mengenai hal in i  berdasarkan pasal 40 Un- 

dang-Hndang nomer 14 tahun 1970, maka pasal 70 TJndang- 

Hndang nomer 13 tahun 1965 harus d ita fs irk a n  sedemikian 

mpa, sehingga yang dinyatakan tidak  berlaku itu  bukan 

^ndang-^ndang nomer 1 tahun 1950 secara keseluruhan, me- 

lainkan sekedar ha l-ha l yang te lah  d ia tu r dalam TTndang- 

nndang nomer 13 tahun 19c5 kecu a li kalau bertentangan de­

ngan TTndang-TTndang nomer 14 tahun 1970 ;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai 

^ukum Acara Kasasi adalah Hukum Acara Kasasi yang d iatu r 

dalam Fndang-TTndang nomer 1 tahun 1950, sekedar tidak  

bertentangan dengan TTndang-TTndang nomer 14 tahun 1970*

2. Alas an Pemilihan Judul

Peradilan kasasi dalam perkara perdata saya p i l ih  

sebagai iudul dalam pembahasan sk r ip s i in i  karena merasa 

t e r ta r ik  akan fungsi d a ri peradilan kasasi dalam perkara 

perdata yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai Badan 

Peradilan  Negara T e rt in gg i d i negara k ita .

Di dalam penulisan sk r ip s i in i  saya leb ih  mengkhu- 

suskan pada pembahasan sek ita r  pelaksanaan fungsi daripsu- 

da Mahkamah Agung dalam melakukan peradilan kasasi.

Hal in i  mengingat bahwa disamping Mahkamah Agung melaku-

\eputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Reg. 
TTo. 197 K/Sip/1979, periksa lampiran I .
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kan fungsi peradilan kasasi, Mahkamah Agung masih juga 

melakukan fungsi yang la in  didalam kedudukannya sebagai 

Badan Peradilan flegara T e r t in g g i.

3. ^ iu a n  Penulisan

Tujuan penulisan peradilan  kasasi sebagai salah 

satu fungsi daripada Mahkamah Agung dalam kedudukannya 

sebagai badan peradilan negara te r t in g g i,  dimaksudkan un­

tuk mengetengahkan h a l-h a l yang berkaitan dengan lembaga 

kasasi d i Indonesia yang berfungsi sebagai pembuka ja lan  

bagi Mahkamah Agung untuk meninjau kembali terhadap kepu­

tusan dan penetapan dari pengadilan bawahan walaupun hâ . 

nya terbatas pada seg i pengetrapan hukumnya sa ja ,

Oleh karena itu  lembaga kasasi tersebut mempunyai 

peranan yang sangat penting, sebab m elalu i kasasi in i  

Mahkamah Agung dituntut oleh para pencari keadilan untuk 

memberikan putusan secara tepat, benar dan a d il .

Namun dalam tu lisan  in i  saya menyadari masih te r -  

dapat k eku rangan-k eku rang an mengingat terbatasnya waktu 

untuk melakukan p en e litian  dalam lapangan peradilan , a- 

pa lag i ilmu hukum dan perundang-undangan berkembang sa­

ngat lamban bahkan s ta t is  sehingga dirasakan tidak  mema  ̂

dai dalam mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat de­

wasa in i .

4. Metodoloai

Dalam sk rip s i in i  sesuai dengan judul dan m ateri

6
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yanr akan saya bahas naka metodenya d i samping b e rs ifa t  

t e o r i t i s  juga b e rs ifa t  p rak tis , artinya  se la in  berdasar- 

kan t e o r i  juga didasarkan pada fak ta  atau kenyataan da­

lam praktek.

a. dumber data.

Dalam penulisan sk r ip s i in i  saya menggunakan sura- 

ber data dari kepustakaan yang ada kaitannya dengan masâ - 

lah yang dibahas, d i samping itu  juga digunakan h a s il wa- 

wancara yang saya peroleh dari Penjabat Kepala Dinas IT- 

mum Perdata pada Hahkanah Agung Republik Indonesia.

b. prosedur pengumpulan dan pengolahan data.

Pengumpulan data d ipero leh  dari stud i kepustakaan 

dan d i samping itu  juga melakukan wawancara dengan penjsu- 

bat r epala Dinas TTmuni Perdata Fahkaraah \gung ^epublik In­

donesia. Kemudian data-data yang te lah  terkurapul baik da­

r i  studi kepustakaan maupun dari h a s il wawancara d ip e la - 

ja r i  dan dihubungkan satu dengan yang la in  sehingga sesu­

a i dengan maksud dan tujuan sk r ip s i in i .

c . ^ehnik ana lisa  data,

^ehnik menganalisa data yang dipergunakan d i dalam 

pembahasan sk r ip s i in i  ia lah  dengan menggunakan metode 

d esk rip tip  a n a lit is .

Dengan ana lisa  dimaksudkan untuk menguraikan data 

yanr d ineroleh baik dari tu lisa n -tu lis a n  ilm iah raaupun 

dari h a s il wawancara atau kenyataan dalam praktek pelak-

7
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sanaan peradilan kasasi khususnya dalam perkara perdata, 

beserta  peraturan perundang-undangan yang erat hubungan- 

nya dengan masalah yang dibahas dan juga untuk menyelesai­

kan nasalah yang diajukan dalam penulisan sk r ip s i in i .

5. S istem atika dan Pertanggungjav/abann.va

Untuk mengetahui i s i  dari tu lisan  sk rip s i in i  ma­

ka d is in i saya akan memberikan gambaran secara singkat 

mengenai masing-masing bab yang ada d i dalamnya.

Bab I  Pendahuluan.

Pada bagian pendahuluan saya uraikan secara sing­

kat mengenai peradilan kasasi yang dilakukan oleh Mahka­

mah Agung sesuai dengan fungsinya ya itu  untuk membina ke- 

seragaman dalam pengetrapan hukum dan raenjaga agar semua 

h-ukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara d ite rap - 

kan secara tepa t, benar dan a d i l .  Oleh karena itu  m elalu i 

peradilan kasasi baik dalam perkara perdata maupun perka­

ra  pidana Mahkamah \gung berwenang untuk membatalkan ke­

putusan dan penetapan dari pengadilan-pengadilan yang le -  

bih rendah karena alasan-alasan s ep er ti yang ditentukan 

menurut pasal Undang-TTndang nomer 13 tahun 1965 ten­

tang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan  Umuin dan Mah- 

kanah ^gung ya itu  :

a. karena la la i  memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan 

oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam k e la - 

la ian  itu  dengan batalnya perbuatan yang bersangkutan.

8
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b # karena melampaui batas wewenangnya.

c. karena salah mentrapkan atau karena melanggar peratur- 

an-peraturan hukum yang berlaku.

Sebab tugas daripada pengadilan kasasi adalah menguji 

(n e n e l i t i )  putusan Pengadilan-pengadilan bawahan tentang 

sudah tepat atau tidaknya pengetrapan hukum yang dilaku­

kan terhadap kasus yang bersangkutan yang duduk perkara­

nya te lah  ditetapkan oleh  Pengadilan-pengadilan bawahan.

"Rab I I  ^in.iauan peraturan Hukum Acara Perdata dan 

susunan badan pengadilan dari zaman Belanda sampai Indo­

nes ia  merdeka.

Til dalam bab in i  akan saya uraikan secara singkat 

susunan dari bad an-bad an peradilan  beserta  peraturan-per­

aturan Hukum Acara Perdata yang berlaku mulai dari zaman 

TJelanda, Jepang sampai Indonesia raerdeka, dengan maksud 

agar supaya d ipero leh  gambaran umum tentang sejarah susun­

an dari badan-badan peradilan dan perkembangannya beru- 

rutan dari zaman Belanda, Jepang sampai Indonesia merdeka.

^ab I I I  Dasar hukum dan fungsi Mahkamah Agung dâ - 

lara melakukan peradilan kasasi.

Di dalam bab in i  akan saya uraikan mengenai kekua­

saan t-’ ahkamah Agung dalam tugasnya melakukan peradilan 

kasasi, karena sebagai peradilan kasasi baik dalam perka­

ra perdata maxi pun pidana Mahkamah Agung menguji putusan 

pengadilan-pengadilan bawahan tentang sudah tepat atau
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tidaknya pengetrapan hukum yang dilakukan terhadap kasus 

yanp duduk perkaranya te lah  ditetapkan oleh pengadilan- 

pen^adilan "bawahan.

Di saroping itu  juga saya uraikan mengenai dasar hu­

kum bagi Mahkamah Agung dalam melakukan peradilan kasasi 

ya itu  : Undang-undang Mahkamah Agung nomer 1 tahun 19c0 

juncto TTndang-Undang nomer 13 tahun 1965 tentang Pengadil­

an dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung dan 

pasal 10 ayat3 Undang-Undang nomer 14 tahun 1970 tentang 

Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Bab IV Peradilan Kasasi.

Di dalam bab in i  akan saya bahas mengenai pihak- 

pihak yang dapat mengajukan permohonan kasasi, karena me­

nurut ketentuan undang-undang hanya pihak-pihak yang ber- 

kepentingan sa ja  dalam jangka waktu dan prosedur yang te ­

lah ditentukan boleh mengajukan permohonan kasasi.

Di samping itu  d i dalam bab in i  juga akan saya bar- 

has mengenai keputusan Mahkamah Agung sebagai hakim kasa- 

s i ,  karena Mahkamah Agung memutuskan tentang peimohonan 

kasasi terhadap putusan atau penetapan dalam tingkat t e r -  

akhir dari pengadilan-pengadilan dalam semua lingkungan 

peradilan .

Bab V Kesimpulan dan Saran.

Dalam kesempatan in i  saya akan mengemukakan bebe- 

rapa kesimpulan dan dalam kesempatan in i  pula saya akan

10
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menra.lukan saran sebagai usul yanfc mungkin dipandanj; pen- 

tin ^  dalam hubun^annya dengan ilnu  dan perkembangan hu­

kum d i Indonesia.

11
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tinjattan peraturan httkum acara perdata dan

STJSUNAN BAD AN PENGADILAN DARI ZAMAN 

BELANDA SAMPAI INDONESIA MERDBKA

Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana yarig 

berlaku bagi golongan Bumipatera di Java dan Madura pada 

zaman Belanda ya itu  : "Reglement op de u ito e fen in g  van de 

p o l i t i e ,  de b u rg e r lijk e  rech tsp leg ing en de s tra fvo rd e - 

r in g  onder de In landers, de Vreemde Oosterlingen op Java 

en Madura” , yang lasim  d isingkat "Inlandsche Reglement" 

atau I .R .

Inlandsche Reglement in i  diumumkan tanggal 5 A p r il 

1848, S tb .1848-16 dan dinyatakan mulai berlaku pada tang­

ga l 1 Mei 1848, yang dikuatkan dan disahkan oleh pemerin­

tah Belanda dengan Firman Haja tanggal 29 September 1849 

No. 93 S tb .1849-^3*

Dalam perkembangannya kemudian Inlandsche Regle­

ment in i  mengalami banyak perubahan untuk disesuaikan de­

ngan kebutuhan dalam praktek peradilan terhadap h a l-h a l 

yang belum d ia tu r dalam Inlandsche Heglement in i ,

Oleh karena itu  dapat dikatakan bahwa Inlandsche Regle­

ment in i  hanya merupakan sebagian sa ja  d a ri ketentuan-ke- 

tentuan hukum acara yang t e r tu l is .

Namun demikian yang pa ling banyak mengalami peru-

B A B  II

12
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bah an dan penambahan hanyalah dalam bidang Hukum Acara 

Pidananya, sehingga dengan adanya perubahan-perubahan 

dan penambahan-penanbahan tersebut maka pemerintah Hindia 

^elnnda memandang perlu untnk raengundangkan kembali In - 

landsche ^eglenent tersebu t.

^ehnbungan dengan adanya perubahan-perubahan dan 

penambahan-penarabahan yang te r ja d i sampai dengan tahun 

^^2C', maka pemerintah H india Belanda melakukan pengumuman 

la g i tentang i s i  daripada Inlandsche ^eglement ya itu  me­

la lu i  S tb . 19?^-c59 jo .  49^.

Sedangkan perubahan-perubahan dan penambahan-pe- 

nambahan yang t e r ja d i antara tahun 192^ sampai dengan ta -  

hum 19̂ -1 oleh karena perubahan dan penambahannya. d ilaku­

kan secara luas terutama mengenai Hukun Acara Pidana, ma­

ka dipandang perlu untuk mengundangkan kembali i s i  daripa­

da Tnlandsche ^eglement tersebut secara keseluruhan yang 

dilakukan m elalu i S tb .1941-31 jo .  98 yang kemudian diubah 

la g i  dengan Stb. 1941-^2 j o . 98 dengan sebutan ’’Herziene In ­

landsch neglement” dan kemudian lazim  d isingkat H .I.H .

I s i  daripada Herziene Inlandsch Heglement secara 

keseluruhan diundangkan m elalu i Stb. 1941 -  44.

Dan Betelah diundangkan Herziene Inlandsch "Reglement in i  

tidak  mengalami perubahan-perubahan dan penambahan-pe- 

nambahan. ^aru ada perubahan-perubahan dan penambahan- 

penambahan la g i  yang b e rs ifa t  penyesuaian terhadap kea-

13
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daan setelah  Indonesia raerdeka dengan berlakunya Undang- 

undang Darurat nomer 1 tahun 19c1 ya itu  Undang-undang 

tentang ^indakan-tindakan seraentara untuk raenyelenggara^- 

kan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan-pe- 

n^adilan s ip i l  (L .tf. 19c1 TTo.9).

Fukum \cara Perdata dan Hukum Acara Pidana yang 

berlaku bagi golongan Bumiputera d i lu a r Jawa dan Madura 

berbeda dengan yang berlaku d i Jawa dan Madura.

Hukum acara yang berlaku bagi golongan Buniputera d i lu a r 

Jawa dan Madura tersebut d ia tu r dalam "Rechtsreglement 

voor de Buitengewesten" Stb. 1927-227, yang mulai berlaku 

tanggal 1 J u li 1927 yang dikeluarkan o leh  (Jubemur Jen- 

dra l uin d ia  belanda. Rechtsreglement voor de Buitenge- 

westen in i  lazim  d isingkat R.Bg.

Hukum acara yang berlaku bagi golongan Eropah dan 

yang dipersamakan dengan mereka, untuk Hukum Acara Per­

data pengaturannya terdapat d i dalam "Reglement op de 

B u rgerlijk e  ^echtsvordering" atau B.Rv. Stb. 1847-52 yang 

mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848, sedang untuk: Hu- 

kum Acara Pidananya terdapat d i dalam "Reglement op de 

S tra fvorderin g" yang lazim  d isingkat SV, S tb .184^-40 jo .  

c7 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1348.

^agi golongan Timur \sing baik d i Jawa dan Madura 

maupun d i lu a r Jawa dan Madura dalam lapangan hukum per­

data mengikuti golongan Eropah, sehingga Hukum Acara Per-

14
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data yang berlaku ya itu  Regleraent op de B u rgerlijk e  

Rechtsvordering, sedang dalam lapangan hukum pidana tun- 

duk kepada peraturan yang sama dengan golongan Bumiputera 

sehingga untuk mereka berlaku Herziene Inlandsch Regle- 

ment d i Jawa dan Madura, dan Rechtsreglement voor de 

Buitengewesten d i luar Jawa dan Madura.^

Jadi hukum acara yang berlaku untuk masing-masing 

golongan rakyat d i wilayah H india Relanda adalah :

TTntuk daerah d i Jawa dan Madura :

1 , Bagi golongan Sropah dan yang dipersamakan itu

a. Hntuk perkara perdata dipakai Regleraent op de Bur­

g e r l i jk e  Rechtsvordering.

b. T^ntuk perkara pidana dipakai Reglement op de S tra f-  

vordering.

2, Bagi golongan Bumiputera

a. Hntuk perkara perdata dipakai Herziene Inlandsch 

Reglement.

b. Hntuk perkara pidana dipakai Herziene Inlandsch 

Reglement.

3, Bagi golongan Timur Asing

a* Hntuk perkara perdata dipakai Reglement op de Bur­

g e r l i jk e  Rechtsvordering.

15

'Vahadi, Beberapa Sendi Hukum Di Indonesia, J i l i d
1, Penerbit dan Percetakan Saksama, Jakarta, 1954, h. 
321.
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b. Tntuk perkara pidana dipakai Herziene Inlandch 

Reglement.

Sedang untuk daerah d i lu a r Java dan Madura :

1. ^agi golongan Eropah dan yang dipersamakan

a. TTntuk perkara perdata d ipakai Reglement op de Bur- 

g e r l i jk e  Rechtsvordering.

b. TTntuk perkara pidana dipakai Reglement op de S tra f-  

vordering.

2 . ^ag i golongan Rumiputera

a. ^ntuk perkara perdata dipakai Rechts reglement voor 

de Buitengewesten.

b. ^ntuk perkara pidana dipakai Rechtsreglement voor 

de Buitengewesten.

Bagi golongan Timur Asing

a. TTntuk perkara perdata dipakai Reglement op de Bur- 

g e r l i jk e  Rechtsvordering.

b. TTntuk perkara pidana dipakai Rechts reglement voor 

de Buitengewesten*

Kalau k ita  baca uraian d i muka nyatalah terdapat 

sistem dualisme hukum acara, ya itu  hukum acara yang ber­

laku bagi golongan Bropah dan yang dipersamakan, dan hu­

kum acara yang mengatur golongan "^umiputera dan ^irmir A- 

s ing .

ITamun kalau k ita  perhatikan juga terdapat perkecu- 

a lian  dari sistem dualisme tersebut ya itu  terdapat suatu
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peraturan yang mengatur jalannya acara d i muka pengadil­

an yang berlaku bagi semua golongan penduduk.

Perkecualian tersebut untuk Hukum Acara Pidana d ia tu r dsu- 

lam "Landgerecht Reglement" Stb. 19U-317, untuk beracara 

d i muka "Landgerecht". Sedang perkecualian yang terdapat 

dalam Hukum Acara Perdata dapat dibawa ke muka "Residen- 

t ie g e re ch t" dengan mempergunakan Kukum Acara Perdata dari 

"Reglement op de B u rgerlijk e  'Rechtsvordering*'•

Mengenai susunan pengadilan gubernemen Eropah d i 

Jawa dan Madura t e r d ir i  dari :

1. "R esiden tiegerech t"

2. nr>aad van J u s t it ie "  dan

3. "Hooggerechtshof

Dan susunan pengadilan gubernemen Eropah untuk daerah-da­

erah d i lu a r Jawa dan Madura t e r d ir i  d a ri :

1 ♦ "^es iden tiegerech t"
2. tttJaad van J u s t i t ie " ,  sedang
3. "Hooggerechtshof" yang berkedudukan d i Jakarta, me­

an kekuasaan hukum diseluruh "Hindia^Belan-

Sedang susunan pengadilan gubernemen Bumuputera untuk da~ 

erah-daerah d i Jawa dan Madura t e r d ir i  dari :

1 . "d is tr ic tg e re c h t" ;

Suporno, S istim  TTukum Di Indonesia Sebelum Perang 
Punia F e - I I ,  Pradnja Paraznita, Jakarta, 1972, h. 24.

17
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2 . " regentschapsgerecht" dan

3 . "landraad " . 7

Dan susunan pengadilan gubememen Rumiputera untuk dae- 

rah-daerah d i lu a r Jawa dan Madura t e r d ir i  dari :

1. "negorijrechtbank" (hanya d i Ambon) ;
2, "d is tr ic 'tg e rech t" di-keresidenan2 Bangka dan B e li­

tung, Henado, Sumatra-Barat, Tapanuli dan d i-dae- 
rah2 Banjarmasin dan Ulu Sungai dari Keresidenan 
Kalimantan-Selatan dan Timur ;

18

Pada bulan Maret 1942 t e r ja d i  penyerahan kedaulat­

an dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Jepang,

Oleh karena terdapat pergantian dalam lapangan pemerintah- 

an tersebut d iatas dengan sendirinya mengakibatkan peru- 

bahan-perubahan baik teriiadap peraturan-peraturan maupun 

susunan badan-badan peradilannya.

Faka pada tanggal 7 Maret 1942 mulailah Bala Ten- 

ta ra  Dai Nippon mengeluarkan peraturan-peraturan yang an­

ta ra  la in  Fndang-TTndang nomer 1 tahun 1942.

Dalam Undang-TTndang nomer 1 tahun 1942 pada pasal

3 menyatakan : "Semua badan-badan Pemerintah dan Kekuasa- 

annya, hukum dan undang-undang dari Pemerintah yang dahu­

lu , te tap  diakui sah buat sementara waktu, asa l sa ja  t i -

7I b id . , h. 3 C.

8Ib id . ,  h. 3 8 .
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dak bertentangan dengan aturan Pemerintah M i l i t e r " . 9

Dengan demiKian berdasarkan atas Hndang-TTndang no­

mer 1 tahun 1942 tersebut maka peraturan-peraturan yang 

berlaku untuk Hukum Acara Perdata d i Jawa dan Madura te -  

tap diperlakukan Herziene Inlandsch Reglement, sedang un­

tuk daerah lu a r Jawa dan Madura Pemerintah Bala Tentara 

Dai Nippon mengeluarkan peraturan yang sama sehingga per- 

aturan yang berlaku adalah Rechtsreglement voor de Bui- 

tengewesten atau R*Bg.

Pemerintah Bala Tentara Dai Nippon pada bulan A- 

p r i l  1942 mengeluarkan peraturan baru mengenai susunan 

dan kekuasaan pengadilan. Peraturan baru tersebut berlaku 

bagi semua golongan penduduk termasuk golongan Eropah dan 

Timur Asing te rk ecu a li bangsa Jepang sen d ir i yang mengeu- 

dak an satu macam pengadilan sa ja  sebagai pengadilan seha- 

r i-h a r i .

?*enurut peraturan baru tersebut susunan dan keku­

asaan pengadilan t e r d i r i  dari :

1. Pengadilan N egeri atau Tihoo Hooin ya itu  pengadilan 

untuk pemeriksaan perkara pada tingkat pertama.

2. Pengadilan T inggi atau Kootoo Hooin ya itu  pengadilan 

untuk pemeriksaan perkara pada tingkat kedua.

^Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata Di Indo­
n es ia , Suraur Bandung, 1962, h. 9.

19

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PERADILAN KASASI DALAM PERKARA PERDATA RATNA BUDI WAHYUNI



3. *5aikoo TTooin sebagai p en dan ti 1Tooggerechtshof, akan 

te tan i dengan adanya TTndang-TTndang Pan-lima ^ala nen- 

ta ra  Dai T7ippon tanggal 14 Januari. 19^4 Saikoo Hooin 

ditiadakan.

Jadi Pengadilan TTeger i atau mihoo Trooin in i  dia^- 

dakan untuk menggantikan kedudukan landraad, sedans ^aad 

van J u s t it ie  dan ^esidentiegerecht dihapuskah.

Denman dihapuskannya ^aad van J u s t it ie  dan "’ esiden- 

tierrerecht maka ^eglement op de ^ r g e r l i j k e  'Rechtsvorde­

rin g  sebagai wukuta \cara Perdata yang diperlakukan terha­

dap golongan ^ropah dan yang dipersamakan dengan mereka 

menjadi tidak  berlaku la g i .

Oleh karena itu  dapat dikatakan pada masa penerin- 

tahan Jepang ketentuan mengenai hukum acara yang masih 

dipergunakan dalam perneriksaan perkara d i muka pengadilan 

n egeri atau mihoo T*ooin untuk Jawa dan Madura adalah Ker- 

ziene Tnlandsch ^eglement, sedang untuk lu a r Jawa dan Ma­

dura adalah ^echtsreglement voo r de %iitenffewesten.

Mean te ta p i bagi mereka yang hukum m aterielnya 

term iat dalam T itab  TTndang-^Tndang TTukum Perdata dan Eitab 

^ndang-^ndang ^uknm Dagang, sepanjang mereka raembutuhkan 

dan tidak  d ia tu r daleun TTerziene Inlandoch ^eglenent dan 

^echtsreglement voor de 'Buitengewesten masih dapat me- 

n g iku ti ketentuan dari Reglement op de lu r g e r l i jk e  ?echts- 

vordering.

20
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Pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah ka- 

lah kepada Sekutu. Dalam s itu a s i kekosongan kekuasaan o- 

leh  karena Jepang sudah menyerah kepada Sekutu, maka wak­

tu tersebut dimanfaatkan pula dengan sebaik-baiknya oleh 

rakyat Indonesia,

Pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia mem- 

proklamasikan kemerdekaannya, sehingga sejak  tanggal 17 

Agustus *1945 tersebut b e rd ir ila h  Negara Indonesia Merdeka, 

Tanggal 18 Agustus 1945 barulah Undang-Pndang Dasar 1945 

disahkan sebagai Undang-Hndang Dasar Negara Republik In ­

donesia.

Atas dasar ketentuan dari Aturan Peralihan pasal

I I  dan Pasal IY Tndang-TTndang Dasar 194*5 dan Peraturan

Presiden nomer 2 tahun 1945 tanggal 10 Oktober 1945 maka

sega la  peraturan yang te lah  ada pada masa pemerintahan

Jepang baik yang d iw a r is i d a r i pemerintah E o lon ia l Belan-

da maupun yang dibuat o leh  pemerintah Jepang sen d ir i d i-

ny at akan masih te tap  berlaku untuk sementara sampai ada

penggantinya yang baru. Peraturan tersebut pada pasal 1

nya berbunyi sebagai berikut :

Segala badan-badan Negara dan peraturan-peraturan 
yang ada sampai ada berd ir in ya  Negara Republik Indo­
n es ia  pada tanggal 17 Agustus 194S selama belum d i-  
adakan yang baru menurut rndang-TTndang Dasar, masih 
berlaku, asal sa ja  tidak  bertentangan dengan ITndang- 
Nndang Dasar tersebut,

Jadi setelah  Indonesia menjadi negara merdeka, hukum aca^

21

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PERADILAN KASASI DALAM PERKARA PERDATA RATNA BUDI WAHYUNI



ra yang dipergunakan d i muka pengadilan n egeri bagi se- 

mua golongan penduduk tetap  berlaku Herziene Inlandsch 

^egleraent dan ^echtsregleraent voor de Tuitengewesten.

Pada masa itu  d i saraping pemerintah ^epublik Indo­

nesia  ada pemerintah Pendudukan 'Relanda yang menguasai 

sebagian dari wilayah negara Indonesia. Pemerintah Pen­

dudukan tersebut sesudah Jepang menyerah kepada Sekutu 

raengadakan reorgan isasi terhadap kedudukan daripada Land­

rech ters.

Perubahan tersebut untuk Landrechters baru d iper- 

lakukan bagi semua golongan penduduk baik Eropah, Timur 

Asing maupim 'Ruraiputera. Dan putusan Landrechters untuk 

perkara pidana merupakan putusan te r t in g g i,  sehingga t i -  

dak mungkin banding, sedang dalam perkara perdata masih 

dimungkinkan banding kepada ^ppelraad. Dan yang berkeduduk- 

an Bebagai pengadilan te r t in g g i  adalah Hooggerechtshof. 

Fukum acaranya untuk perkara pidana dipergunakan Herziene 

Inlandsch Reglement dan untuk perkara perdata tergantung 

dari hukum m a terie l yang berlaku bagi pihak-pihak yang 

bersangkutan H erziene Inlandsch Reglement ataa Reglement 

op de "Rurgerlijke Bechtsvordering.

Jadi setelah  diadakan reorgan isas i susunan pengeu- 

d ilan  t e r d i r i  d a ri :

1. Landrechters,

2 . ^.ppelraad.

22
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3. Hooggerechtshof.

Pada masa peraerintahan Republik Indonesia Serikat 

ya itu  saat penyerahan kedaulatan tanggal 27 Desember 1949 

dan pemerintahan berada d i bawah K onstitu s i Republik In­

donesia Serikat 1949 mengenai Hukum Acara Perdatanya t i -  

dak mengalami perubahan sehingga Herziene Inlandsch ^e- 

glement dan ^.echtsreglement voo r de Buitengewesten masih 

tetap  berlaku.

Sedang keadaan sesudah penyerahan kedaulatan Land- 

gerecht dan Appelraad d i Jakarta m elalu i TTndang-Hndang 

nomer 18 tahun 19cO tanggal 17 A p r il 1950, L.N. 1950-27 

dihapaskan dan sebagai gantinya diadakan Pengadilan ITege- 

r i  dan Pengadilan T in gg i.

Pemerintah ’Republik Indonesia sejak awal dari ke- 

merdekaannya sampai tahun 19^1 belum sempat melakukan pe- 

nertiban dal am hal penataan badan-badan peradilan walau- 

pun usaha kearah itu  te lah  dilakukan dengan ja lan  membuat 

beberapa peraturan perundangan mengenai perad ilan ,

Maka pada tanggal 14 Januari 1951 diundangkan Un- 

dang-TTndang Darurat nomer 1 tahun 19*1 ya itu  TTndang-un- 

dang tentang Tindakan-tindakan sementara untuk menyeleng- 

garakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan- 

pengadilan s ip i l .

Di dalara pertimbangan dan penjelasannya dengan te -  

gas disebutkan bahwa undang-undang in i  hendak menuju sua^
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tu kesatuan (u n if ik a s i) terutama tentang susunan, kekua^ 

saan dan acara "bagi Pengadilan Negeri dan Pengadilan Ting- 

g i ,  walaupun tindakan itu  b e rs ifa t  sementara. 10 

TTndang-T^ndang Darurat nomer 1 tahun 1951 sejak tahun 1961 

m elalu i tfndang-nndang nomer 1 tahun 1961 (L.N* N o .3 ) t e -  

lah menjadi undang-undang ya itu  TTndang-Hndang nomer 1 Da- 

rurat 1951.

Tenurut Fndang-Fndang Darurat nomer 1 tahun 1951 

bagi semua warga negara Indonesia diseluruh wilayah Indo­

n es ia  hanya terdapat 3 macam badan peradilan s i p i l  seha- 

r i-h a r i  ya itu  :

1. Pengadilan N egeri, yang memeriksa dan memutus per­
kara perdata dan pidana untuk tingkat pertama,

2.. Pengadilan T in gg i, yang memeriksa dan memutus per­
kara perdata dan pidana untuk tingkat kedua atau 
banding.

3. Mahkamah Agung, yang memeriksa dan memutus perkara 
perdata dan pidana dalam tingkat kasasi.

Menurut pasal 6 ayatl Undang-Undang Darurat nomer

1 tahun 1951, hukum acara yang dipakai untuk perkara pida^

na s ip i l  diseluruh Indonesia ditentukan . . 'Reglemen

Indonesia yang dibaharu i'(S taatfcblad 1941 N r .44) seberapa

mungkin haras diambil sebagai pedoman . . * . n*

Sedang hukum acara untuk perkara perdata berdasarkan atas

Wantjik Saleh, op. c i t . . h, 48.

^Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indone­
s ia , Alumni, Bandung, 197 8 , h. 2fi.
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ketentuan pasal 3 5 undang-undang Darurat nomer 1 tsu- 

hun 19c1 ditentukan bahwa susunan, kekuasaan, acara dan 

tugas Pengadilan T inggi dan Pengadilan Negeri s e r ta  Ke- 

jaksaan pada Pengadilan Negeri dilakukan menurut peratur- 

an-peraturan Republik Indonesia dahulu yang te lah  ada dan 

berlaku,

Peraturan-peraturan Hukum Acara Perdata yang te lah  

ada dan berlaku sejak peraerintahan Belanda ya itu  :

1. Herziene Inlandsch Reglement atau Reglemen Indonesia 

yang dibaharui yang lazim  d isingkat R .I .B .,  yang ber­

laku untuk Jawa dan Madura.

2. ^echtsreglement voor de Buitengewesten, yang berlaku

12untuk daerah luar Jawa dan Madura,

Jadi pasal 6 TJndang-TTndang Darurat nomer 1 tahun 1951 

yang menentukan Reglemen Indonesia yang dibaharui sebereu- 

pa mungkin harus diambil sebagai pedoman tidak  ditujukan 

terhadap Hukum Acara Perdata, te ta p i hanya ditujukan un­

tuk perkara pidana s ip i l  sehingga dengan demikian Hukum 

Acara Perdata yang dipergunakan untuk menyelesaikan per- 

kara perdata adalah Herziene Inlandsch Reglement atau Re­

glemen Indonesia yang dibaharui dan Rechtsreglement voor 

de Buitengewesten.

Hahadi, op. c i t . , h. 430.

25
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f 'e la lu i Dekrit Presiden tanggal r J u li 19c9 diny^u- 

takan ^nriang-TTndang Dasar 194q barloku 'kenbali, dan tidak  

berlakunya TTndang-TTndang Dasar Senentara 19^0, maka de­

ngan berlakunya kembali r ndnng-T’ndang "Oasar 19*c mengenai 

Fukum \cara Perdata tidak  mengalani perubahan walaupun 

TTndang-TTndang Dasar 194  ̂ tidak  merrruat suatu pasal s ep erti 

pasal 102 TTndang-TTndang Dasar Sementara 1950 yang berbu- 

nyi :

. . . hukum acara perdata dan hukum acara pidana, su- 
sunan dan kekuasaan pengadilan d ia tu r dengan undang- 
undang daleun k itab -k itab  hukum kecua li j ik a  pengun- 
dang-undang menganggap perlu untuk mengatur beberapa 
hal dalam undang-undang te rs en d ir i.

Di dal are ^ab IX  pasal 24 dan 2  ̂ Hndang-TTndang Da~ 

sar 194̂ 5 disebutkan tentang adanya kekuasaan kehakiman 

yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan la in - la in  

badan kehakiman yang susunan dan kekuasaannya d ia tu r de­

ngan undang-undang.

TTntuk melaksanakan ketentuan pasal 24 Fndang-TJn- 

dang Dasar 1945 maka dibentuk nndang-Hndang nomer 19 ta ­

hun 19^4 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Ke­

hakiman. Kenudian dibentuk la g i  rndang-TTndang nomer 1? ta ­

hun 19c5 (L.^T.19^cj No.70) ya itu  fTndang-TTndang tentang Pe­

ngadilan dalam Lingkungan Peradilan  Fraum dan Nahkamah A- 

gung.

S eperti dengan tegas disebutkan dalam Pertimbangan 

dan Penjelasan TTmumnya, TTndang-Hndang nomer 13 tahun 19^5
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in i  merupakan pelaksanaan daripada ketentuan-ketentuan 

dan azas yang t ere an turn dalam TJndang-rndang nomer 19 ta ­

hun 1964.

Mengenai susunan pengadilan yang melakukan kekua- 

saan kehakiman dalam lingkungan peradilan umum sejak ber- 

lakunya TTndang-T?ndang Darurat nomer 1 tahun 1951 sampai 

saat in i  adalah s ep erti yang ditentukan menurut pasal 1 

rndang-TTndang nomer 13 tahun 19^5 yang t e r d i r i  dari :

1. Pengadilan N egeri.

2. Pengadilan 'H nggi.

3 . Mahkamah Agung.

Badan-badan peradilan umum yang tersebut d i dalam pasal 

1 Hndang-Undang nomer 13 tahun 19^5 menurut ketentuan pa^ 

sa l 2 nya untuk m engadili baik perkara perdata maupun 

perkara pidana.
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B A B  I I I  

DASAR HUKUM DAN PnNGSI MAHKAMAH AGUNG 

REPUBLIK INDONESIA DALAM MELAKPKAH 

PERADILAN KASASI

■^ungsi Mahkaznah Agung dalazn melakukan tugas seba-

g a i Pengadilan Kasasi menurut Subekti adalah :

menguji (m e n e lit i) putusan Pengadilan-pengadilan ba- 
wahan tentang sudah tepat atau tidaknya pengetrapan 
hukum yang dilakukan terhadap kasus yang bersangkut- 
an yang duduk perkaranya te lah  ditetapkan o leh  Pe­
ngadilan-pengadilan bawahan tersebu t.

Dasar hukum yang dipakai sebagai landasan oleh 

Mahkamah Agung dalam melaksanakan fungsi melakukan pera­

d ilan  kasasi adalah : TTndang-Undang Mahkamah Agung nomer 

1 tahun 19*0 (L.1T. 1950 N o.30).

undang-Undang Mahkamah Agung nomer 1 tahun 19*0 i -  

n i kenrudian dicabut dan d igan ti o leh  TTndang-Undang nomer

13 tahun 1965, yang pencabutann.ya dinyatakan d i dalam pa­

sa l 70. *kan te ta p i Undang-Undang nomer 13 tahun 1965 

yang mernuat ketentuan dicabutnya Undang-Undang Mahkamah 

Agung nomer 1 tahun 1950 tidak  mengatur acara kasasi, me- 

lainkan dalam pasal 49 ayat4 hanya menyatakan bahwa acara 

kasasi akan d ia tu r leb ih  lan ju t dengan undang-undang un-

1^Subekti I ,  lo c .  c i t .
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tuk masing-masing lingkungan peradilan .

Oleh karena undang-undang yang dimaksudkan oleh

pasal 49 ayat4 TTndang-TTndang nomer 13 tahun 1965 itu  hing-

ga k in i belura ada maka untuk mengisi kekosongan hukun a-

cara, sejak diundangkannya Hndang-Hndang nomer 13 tahun

19^5 Mahkamah Agung dalam tia p  keputusannya memuat per-

tirabangan sebagai berikut :

. . bahwa pasal 70 d a ri nndang-undang tersebut d i-  
atas haras d ita fs irk an  sedemikian, sehingga yang d i-  
nyatakan tidak  berlaku bukanlah Undang-undang Mahka~ 
mah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan 
khusus mengenai kedudukan, susunan, kekuasaan Mahka­
mah Agung, oleh  karena mana h a l-h a l yang mengenai a- 
cara kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan 
ketentuan dalam Undang-undang Mahkamah Agung Indone­
s ia  tersebut.

Di samping Undang-Undang Mahkamah Agung nomer 1 ta -̂ 

hun 19^0 juncto Undang-Undang nomer 13 tahun 1965, Hahktu­

rn ah Agung dalam melakukan peradilan  kasasi didasarkan pu­

la  atas Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 

Kekuasaan Kehakiman nomer 14 tahun 1970 pasal 10 ayat3 

yang berbunyi : "Teihadap putusan yang diberikan tingkat 

te rakh ir  oleh Pengadilan-pengadilan la in  daripada Mahka­

mah Agung, kasasi dapat dim inta kepada Mahkamah Agung".

Jadi dasar hukum yang dipakai sebagai landasan o- 

leh  Mahkamah Agung dalam melaksanakan fungsi melakukan

14 ^etnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 
Hukum Acara Perdata Dalam T eo ri dan Praktek, Alumni, Ban­
dung , 19^0, h. 13^.
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peradilan kasasi adalah TTndang-Undang Mahkamah Agung no­

mer 1 tahun 1950 juncto TTndang-Undang nomer 13 tahun 1965 

tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Unrum dan 

T-Tahknmah \gung dan Hndang-Undang tentang Ketentuan-Keten- 

tixan Pokok Kekuasaan Kehakiman nomer 14 tahun 1970 pasal 

10 ayat3.

Perbuatan mengadili bertujuan serta  berin tikan  un­

tuk memberikan suatu rasa keadilan  bagi para pencari ke- 

ad ilan  dengan ja lan  menegakkan kembali hukum yang te lah  

d ilanggar m elalu i perkara-perkara yang dihadapkan kepada- 

nya sehingga keputusannya nanti dapat mencerminkan kea­

d ilan  rakyat dan bangsa Indonesia.

Oleh karena itu  dapat dikatakan bahwa hakim atau 

pengadilan mempunyai fungsi sebagai penegak hukum dalam 

ha l te lah  te r ja d i suatu pelanggaran hukum berupa perkosa- 

an terhadap kepentingan umum maupun hak-hak perseorangan.

Tugas pokok badan-badan peradilan atau hakim s e la -  

ku penegak hukum menurut pasal 2 ayatl Hndang-TTndang no­

mer 14 tahun 1970 adalah untuk menerima, memeriksa dan 

mengadili s e rta  menyelesaikan se tiap  perkara yang d ia ju - 

kan kepadanya. Sedang susunan pengadilan dalam lingkungan 

peradilan umum yang menerima, memeriksa, mengadili s erta  

menyelesaikan perkara itu  menurut pasal 1 Pndang-TTndang 

nomer 13 tahun 1965 t e r d ir i  d a ri Pengadilan N egeri, Pe­

ngadilan T ingg i dan Mahkamah \gung.
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Pengadilan N egeri yang berkedudukan sebagai penga­

d ilan  tingkat pertama bertugas melakukan pemeriksaan ten­

tang duduknya perkara atas suatu perkara yang diajukan 

dan kemudian mengetrapkan hukumnya atas faJcta-fakta h a s il 

pemeriksaan yang te lah  dianggap te rb u k ti. Dan apab ila  

terhadap putusan yang d iberikan oleh pengadilan negeri 

tersebut ada salah satu pihak atau kedua-duanya yang t i -  

dak puas maka dapat mengajukan kepada pengadilan yang le -  

bih t in g g i ya itu  Pengadilan T in gg i sebagai pengadilan 

tingkat banding.

Penagdilan banding in i  diadakan guna memberikan 

keserapatan kepada tergugat atau penggugat untuk mendapat- 

kan kepatusan dari hakim yang leb ih  t in g g i,  yang diharap- 

kan a d il ,  Dalam tingkat banding in i  hakim akan mengulangi 

secara keseluruhan pemeriksaan perkara itu  baik tentang 

duduknya perkara m elalu i pemeriksaan bukti-bukti yang d ia- 

jukan, maupun tentang pengetrapan hukum atas f  ak ta -f akta 

yang te lah  dianggap te rb u k ti.

Setelah keputusan d ari Pengadilan T in gg i, masih 

ada upaya hukum la g i  yang dapat diterapuh oleh para pihak 

yang berkepentingan untuk melawan keputusan-keputusan ha­

kim atau pengadilan yang dijatuhkan dalam tingkat banding 

ya itu  m elalu i kasasi kepada Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung dapat melakukan kasasi dengan ja lan  

membatalkan putusan dan penetapan dari pengadilan-penga-
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d ilan  yang leb ih  rendah karena alasan-alasan s ep erti yang 

ditentukan menurut pasal 51 Undang-TTndang nomer 13 tahun 

19*5.

"Di dalam melakukan peradilan kasasi in i  Mahkamah

menin.jau atau m en e lit i kembali mengenai tepat atau

tidaknya putusan dan penetapan terhadap perkara yang d i-

hadapi d il ih a t  dari seg i pengetrapan hukumnya. Hal in i

sesuai dengan tujuan daripada peradilan kasasi ya itu  :

"supaya te rc ip ta  suatu keseragaman dalam penerapan hukum,

sehingga penerapan hukum dan peraturan perundangan d i se-

1Sluruh Indonesia dilakukan secara tep a t, benar dan a d i l ” . J 

Sebaliknya bagi para pencari keadilan sen d ir i per- 

mohonan kasasi meiupakan suatu upaya hukum yang dapat d i-  

pergunakan untuk melawan putusan-putusan yang te lah  d i ja -  

tuhkan dalam tingkat te ra k h ir  oleh pengadilan-pengadilan 

bawahan.

Mengenai syarat-syarat dan prosedur untuk mengaju- 

kan kasasi ia lah  :

Menu rut pasal 50 ayatl Undang-TTndang nomer 13 ta ­

hun 19*5 permohonan kasasi baru dapat diajukan apab ila  

pihak-pihak yang berperkara te lah  mempergimakan upaya-u- 

paya hukum biasa yang berupa perlawanan terhadap keputus- 

an Verstek dan dalam tingkat banding perkara tersebut su-
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dah d iperiksa  dan diputus oleh Pengadilan T in gg i.

T)i sanping itu  ketentxian mengenai jangka waktu untuk "me- 

ngajukan permohonan kasasi*’ harus pula diperhatikan, se- 

bab apabila sampai la la i  dalam memenuhi jangka waktu yang 

te lah  ditentukan maka pennohonnn kasasi tersebut dinyata-. 

kan tidak  dapat d iterim a. Menurut pasal 113 ayatl Undang- 

undang Mahkamah Agung nomer 1 tahun 1950 jangka waktu 

tersebut ditetapkan untuk daerah d i Java dan Iladura 3 

minggu sedang untuk daerah luar jawa dan Madura £ minggu.

Pada saat raenyampaikan permohonan kasasi atau se- 

lambat-larabatnya dua minggu kemudian pemohon kasasi harus 

mengajukan alasan-alasan permohonan dalam memori kasasi. 

Pihak lawonpnn menurut pasal 115 ayat3 nya juga diberikan 

kesempatan waktu dua minggu sejak  permohonan kasasi itu  

diberitahukan kepadanya untuk mengajukan kontra memori 

kasasi.

Permohonan kasasi dapat diajukan secara t e r tu l is  

atau secara lis a n  kepada pan itera Pengadilan T inggi yang 

memberikan peradilan dalam tingkat banding sesuai dengan 

pasal 113 ayatl TTndang-Undang Mahkamah Agung nomer 1 ta ­

hun 1950 atau kepada panitera Pengadilan ITegeri yang 

memberikan putusan pada tingkat pertama yang diraintakan 

pemeriksaan kasasi sesuai Peraturan Mahkamah .\gung nomer 

1 tahun 19^3-

^Abdulkadir Tuhammad, on. c i t . ,  h. 224.
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Dan menu n it pasal 114 ayatl Undang-Undang Mahkamah 

Agung nomer 1 tahun 19^0 permohonan kasasi dapat d ita r ik  

kembali sebelum berkas perkaranya dikirimkan kepada Ilah- 

kamah Agung*

Permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon akan 

d ica ta t oleh panitera dalam surat keterangan yang harus 

ditenda tangani oleh pan itera dan pemohon atau wakilnya 

yang d ib e r i kuasa khusus untuk kemudian pan itera harus 

selekas nungkin memberitahukan kepada pihak lawan.

Menurut pasal 11  ̂ TTndang-TTndang Mahkamah Agung no­

mer 1 tahun 19c0 dalam jangka waktu selambat-lambatnya 

satu bulan mulai hari berikutnya sejak diajukan permohon­

an kasasi, maka pan itera harus mengirimkan turunan surat 

putusan atau penetapan dan berkas-berkas perkara kepada 

Mahkamah Agung,

Alasan-alasan yang dapat dipergunakan oleh Mahka -̂ 

raah Agung untuk membatalkan putusan dan penetapan dari 

pengadilan yang leb ih  rendah didasarkan pada pasal 51 

Undang-Undang nomer 13 tahun 19^5 ya itu  :

a. karena la la i  memenuhi syarat-syarat yang d iw a jib - 
kan oleh peraturan perundang-undangan yang mengan- 
cam k e la la ian  itu  dengan batalnya perbuatan yang 
bersangkutan.

b. karena melampaai batas wewenangnya.
c. karena salah mentrapkan atau karena melanggar 

peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Tang penting la g i  ia lah  bahwa pengadilan-pengadil-

an bawahan d i dalam melakukan peradilan harus memperhati-
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kan ketentuan d ari pasal 23 ttndang-Undang nomer 14 tahun 

1970 yang menyatakan agar semua putusan pengadilan d i da- 

lamnya harus memuat pertimbangan serta  alasan-alasan dan 

dasar-dasar dari putusan yang diberikan, disamping itu  

juga harus memuat peraturan-peraturan atau suraber hukum 

yang dijad ikan dasar untuk m engadili.

Dan memang sering t e r ja d i  putusan dan penetapan 

dari pengadilan bawahan dibatalkan oleh Mahkamah Agung 

atas dasar alasan tidak  diberikan pertimbangan secukup- 

nya.

Dari k e t ig a  alasan yang tersebut dalam pasal 51 

undang-undang nomer 13 tahun 19^5, alasan yang serin g  d i-  

pergunakan oleh Mahkamah Agung untuk merabatalkan putusan 

dan penetapan d a ri pengadilan bawahan adalah karena salah 

mentrapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Alasan in i  

memang menyangkut masalah is in ya  putusan itu  sen d ir i yang 

tentu sa ja  sangat mempengaruhi araar putusannya. Sedang st- 

lasan dibatalkan oleh karena la l a i  memenuhi syarat-syarat 

yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang 

mengancam bahwa atas k e la la ian  itu  keputusannya menjadi 

b a ta l, misalnya apab ila  te r ja d i suatu putusan yang tidak  

diucapkan dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum.

Dan alasan karena pengadilan atau hakim melampaui 

batas wewenangnya itu , ditujukan kepada batas kompetensi 

absolut, misalnya suatu perkara itu  masuk lingkungan Pe-
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ngadilan ^gama tem ya ta  raasuk lingkungan Peradilan Umun.

Obyek bagi perneriksaan kasasi yang dilakukan oleh 

Mahkamah Agung raeliputi keputusan-keputusan hakim bawahan 

dan b e r ita ^ b e r ita  acara perneriksaan persidangan.

Oleh karena itu  j ik a  alasan-alasan yang diajukan oleh pe­

mohon kasasi tidak  didasarkan fak ta  hukum yang tezm iat

dalam keputusan-keputusan dan b e r ita  acara maka permohon-

17an kasasinya harus d ito la k .

J ika permohonan kasasi atas suatu perkara dapat

d iterim a oleh Hahkamah Agung dan kemudian ITahkamah Agung

membatalkan putusan atau penetapan pengadilan bawahan se-

dangkan pembatalan itu  didasarkan pada ketidak venangan

pengadilan maka berkas perkaranya akan dikirimkan kepada

pengadilan atau hakim yang oleh Mahkamah Agung dipandang

13leb ih  berwenang merautusinya* Dan atas putusan in i  nan ti- 

nya masih terbuka kembali upaya hukum banding atau kasasi. 

Se&ang jik a  pembatalan itu  atas dasar kesalahan dalam me- 

ngetrapkan hukum maka Mahkamah \gung sen d ir i yang akan 

meraberikan putusan atas perkara tersebut.

Permohonan kasasi s e la in  diajukan oleh para pihak

Tirfcaamidjaja, Kedudukan Hakim Dan Jaksa Dan 
Acara Perneriksaan Perkara*Perkara ffidana Dan Perdata, ce t«
I I ,  Jambatan,"Jakarta^ 1962, h. 104. ”

1^Subektif Kekuasaan Mahkamah Agung R . I .,  Alumni, 
Bandung, 1980 (selan ju tnya d isingkat Subekti I I ) ,  h. 11.
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yang berkepentingan dapat juga diajukan oleh Jaksa Agung 

hanya demi kepentingan hukum. Hal in i  ditentukan menurut 

pasal 50 ayat2 Undang-Fndang nomer 13 tahun 1965 yang dâ - 

pat diajukan kepada Mahkamah Agung sekalipun upaya hukum 

biasa tidak  digunakan.

Permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Agung 

demi kepentingan hukum in i  berfungsi untuk mendapat tang- 

gapan dari hakim kasasi mengenai masalah hukum agar kelak 

dikemudian hari dapat digunakan sebagai teladan bagi ha­

kim bawahan pada waktu memberikan putusan dalam menyele­

saikan perkara semacam. Oleh karenanya putusan yang te lah  

diam bil oleh Mahkamah Agung itu  dianggap benar, sehingga 

dapat dipakai sebagai dasar oleh  hakim-hakim bawahan se­

bagai yurisprudensi.

Pada dasarnya d i Indonesia tidak dianut sistem 

precedent yang mengikat para hakim kepada putusan-putusan 

pengadilan yang te lah  pemah dijatuhkan terhadap suatu 

soa l yang menjadi perkara, te ta p i dalam praktek d i penga­

d ilan  putusan d ari Pengadilan Negara T e r t in g g i sangat d i-  

perhatikan oleh para hakim dari pengadilan tin gkat bawah­

an.

Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara T ert in gg i 

s e la in  melakukan peradilan kasasi masih dibebani suatu 

tugas untuk melakukan peradilan tentang sengketa menga- 

d i l i .  Mengenai fungsi Mahkamah Agung in i  d ia tu r dalam pâ -

37

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PERADILAN KASASI DALAM PERKARA PERDATA RATNA BUDI WAHYUNI



sa l 48 TTndang-Undang nomer 13 tahun 19^5 ya itu  :

a. f.ercua sengketa tentang mengadili antara Pengadilan 
dari seraua lingkungan dengan pengadilan d a ri l in g -  
kungan peradilan la in .

b. Semua sengketa tentang wevenang mengadili antara 
pengadilan *Teger i yang tidak te r le ta k  dalam daerah 
hukum atau Pengadilan ^ in gg i.

c . Semua sengketa tentang wewenang mengadili antara 
pengadilan-pengadilan yang tidak  disebut huruf a 
dan b.

Mahkamah Agung d ib e r i kekuasaan untuk nelaicukan 

fungsi peradilan tentang sengketa mengadili oleh karena 

kemungkinan dalam raenyelesaikan suatu perkara yang d ia ju ­

kan oleh para pencari keadilan , lerabaga-lembaga peradilan 

itu  masing-masing merasa sama-sama berwenang atau seba^ 

liknya  merasa sama-sama tidak  berwenang untuk m enyelesai- 

kan dan memutus perkara yang diajukan. Hal in i  tentunya . 

akan raengakibatkan perkara tersebut menjadi terhambat pe- 

nyelesaiannya. TTntuk raenghindari ha l-h a l yang demikian 

in i maka Tlahkamah \gung yang berwenang merautuskan dan ke­

mudian menverahkan kepada pengadilan yang leb ih  berwenang 

m engadili suatu perkara tersebut.

Jadi Mahkamah Agung mempunyai dua fungsi dalam me­

n g a d ili  ya itu  :

1. Kelakukan fungsi peradilan kasasi dan

2. ITelakukan fungsi tentang wewenang sengketa m engadili. 

Kedua fungsi in i  merupakan fungsi pokok dari fiahkamah A- 

gung karena b e rs ifa t  mengadili dalam a r t i  memberikan ke- 

putusan.
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Di samping itu  Mahkamah Agung juga melakukan fung- 

s i  la innya yang tidak  b e rs ifa t  mengadili ya itu  melakukan 

fungsi pengawasan dan fungsi penasehat.

Mengenai fungsi pengawasan yang dilakukan oleh 

Mahkamah Agung in i  d ia tu r dalam pasal 47 I'ndang-TTndang 

nomer 13 tahun 19^5 ya itu  :

1. Mahkamah Agung sebagai puncak semua peradilan dan 
sebagai pengadilan te r t in g g i untuk semua lingkung­
an peradilan memberi pimpinan kepada pengadilan- 
pengadilan yang bersangkutan.

2. Mahkamah Agung melakukan pengawasan te r t in g g i te r ­
hadap jalannya peradilan dalam semua lingkungan 
pengadilan diseluruh Indonesia dan menjaga supaya 
peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewa^ 
jam ya .

3. Perbuatan-perbuatan hakim-hakim disemua lingkungan 
diawasi dengan cermat oleh Mahkamah Agung.

4. TTntuk kepentingan ITegara dan keadilan Mahkamah A- 
gung memberikan peringatan, tegoran dan petunjuk 
yang dipandang perlu baik dengan surat te rs e n d ir i,  
maupun dengan surat edaran.

*5. Mahkamah Agung berwenang untuk merainta keterangan 
dari semua pengadilan dalam semua lingkungan per­
ad ilan . Mahkamah Agung dalam ha l i tu  dapat meme- 
rintahkan disampaikannya berkas-berkas perkara dan 
surat-surat untuk dipertimbangkan.

Menurut Subekti yang harus diawasi oleh  Mahkamah 

Agung adalah jalannya peradilan  dengan tujuan supaya per­

adilan  itu  oleh Pengadilan-pengadilan diselenggarakan de­

ngan seksama dan sewajam ya. Dengan demikian, maka pe­

ngawasan in i  ditujukan kepada cara-cara menjalankan per­

adilan  i t u . ^

^Subekti I I ,  ib id , h. 34
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Sed-angkan fungsi penasehat yang dilakukan oleh 

Mahkamah Agung d ia tu r dalam pasal 53 Undang-Tndang nomer

13 tahun 19*5 ya itu  : "Mahkamah Agung meraberi keterangan, 

pertimbangan dan nasehat tentang soa l-soa l yang berhubung- 

an dengan hukum, apabila  hal itu  diminta oleh pemerintah".
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B A B  TV 

P E R A D I L A N  K A S A S I

1 * Pihak-pihak yang Dapat Menga.jukan Permohonan Kasasi 

Apabila timbul suatu perkara d iantara para pihak 

yang bersengketa tidak  mungkin d ise lesa ikan  secara damai 

raaka perkaranya dapat diajukan ke muka pengadilan.

Dalam perkara perdata para pihak disebut penggugat 

dan tergu gat. Namun demikian tidak  setiap  orahg dapat 

bertindak sebagai penggugat atau tergugat.

Para pihak harus memenuhi persyaratan ya itu  mempu- 

nyai kecakapan atau kekuasaan atau kewenangan dan te lah  

dewasa* Bagi orang yang belum dewasa atau orang yang ber- 

ada d i bawah cu ra te le  dalam melakukan tindakan hukum ha­

rus didampingi oleh W ali atau Curatom ya. Begitu  pula me­

ngenai kedudukan i s t r i  d i muka pengadilan bagi yang tun- 

duk pada Hukum Perdata (B.W) harus didampingi atau atas 

bantuan suami, te ta p i sekarang dengan adanya Surat Edaran 

Mahkamah Agung nomer 3 tahun 1963 i s t r i  dianggap cakap 

untuk bertindak sen d ir l tanpa bantuan suami.

Badan hukum sep e r t i yayasan, perseroan terbataa 

dan la in - la in  akan d iw a k ili o leh  pengurusnya, sedang un­

tuk negara akan d iw a k ili oleh pejabat negara yang d itun- 

juk.

Baik pihak penggugat maupun tergugat dapat sa ja
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t e r d i r i  leb ih  dari satu oran g  atau badan hukua, namun pa­

da pokoknya hanya ada 2 pihak yang bersengketa dalam sua­

tu perkara perdata ya itu  penggugat dan tergugat,

Mengenai pihak-pihak yang berperkara dalam ha l-h a l 

istimewa terdapat perkecualian, sebab disamping pihak 

tergugat dan pihak penggugat masih ada pihak la g i  ya itu  

pihak k e t ig a  yang ikut carapur dalam persengketaan oleh 

karena pihak k e t ig a  tersebut mempunyai kepentingan hukum 

turut serta  menyelesaikan perkara itu  d i muka pengadilan. 

Remungkinan pihak ketiga^ tersebut ikut campur dalam pro­

ses penyelesaian persengketaan te rb ag i dalam 3 bentuk ya­

itu  ^ r i j  waring, Voeging dan Tussenkorast,

Dalam perkara perdata para pihak diperkenankan un­

tuk tidak  hadir sen d ir i d i muka hakim untuk menyelesaikan 

perkaranya, te ta p i para pihak dapat d iw a k ili oleh  w ak il- 

nya atau kalau h ad ir s en d ir i dipersidangan mereka dapat 

merainta bantuan seorang kuasa atau penasehatnya.

Penunjukkan terhadap seseorang untuk dapat b e rt in -  

dak sebagai kuasa dilakukan dengan cara membuat surat ku­

asa khusus dalam bentuk akte N otaris  atau akte d i bawah 

tnngan. Neskipun para pihak yang berperkara te lah  memberi- 

kan kuasa atau mewakilkan perkaranya kepada orang la in , 

kalau dipandang perlu hakim berkuasa untuk memerintahkan 

kepada para pihak yang berperkara untuk menghadap sen d ir i 

ke muka sidang pengadilan.
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Perlunya para pihak menghadap sen d ir i ke muka s i -  

dang pengadilan supaya hakim dapat mendengar langsung 

tentang sesuatu persoalan atau keterangan yang dianggap- 

nya penting ■untuk dikeimikakan dalam sidang tersebu t, se- 

hingga hakim dapat mengambil kepatusan dengan tepat dan 

a d i l . 20

Mengenai pemberian kuasa dengan surat kuasa khusus

artin ya  menunjuk kepada macam perkara terten tu  dengan

perincian i s i  kuasa yang diberikan itu .  Dan yang dimaksud

dengan macam perkara itu  menunjuk kepada m ateri perkara

21sep e r t i soa l warisan, soa l ju a l b e l i ,

Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan kasa­

s i  kepada Mahkamah Agung ditentukan dalam pasal 49 ay at 2 

Undang-Undang nomer 13 tahun 1965, ya itu  :

a. Dalam perkara perdata oleh pihak-pihak yang berperkara,

b. Dalam perkara pidana oleh terpidana atau Jaksa yang 

bersangkutan atau pihak k e t ig a  yang dirugikan.

Kemudian berdasarkan pasal 49 ayat3 nya ditentukan bahwa
%

permohonan kasasi dapat diajukan demi kepentingan hukum.

Jadi para pihak yang berperkara tersebut adalah 

tergugat atau penggugat, sedang dalam perkara pidana ada^
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21IW d .,  h. 94.
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lah terpidana, jaksa atau pihak k e tiga  yang dirugikan.

Para pihak yang berkepentingan baik dalam perkara 

perdata maupun dalam perkara pidana untuk mengajukan per- 

raohonan kasasi harus disampaikan m elalu i surat atau dapat 

juga dilakukan secara lis a n  oleh pemohon kasasi kepada 

panitera Pengadilan T ingg i yang te lah  memberikan p erad il­

an pada tingkat banding (p asa l 113 ayatl TJndang-Undang 

Mahkamah Agung nomer 1 tahun 1950) atau kepada panitera 

Pengadilan TTegeri yang te lah  memberikan putusan pada 

tingkat pertama yang dimintakan kasasi (Peraturan Mahka- 

mah \gung nomer 1 tahun 1963).

Permohonan kasasi harus diajukan dalam jangka wak- 

tu yang te lah  ditentukan menurut pasal 113 ayatl Undang- 

TTndang Mahkamah Agung nomer 1 tahun 1950 ya itu  untuk dae- 

rah Jawa dan Madura 3 minggu dan untuk daerah luar Jawa 

dan Madura 6 minggu sesudah putusan diberitahukan kepada 

pemohon kasasi, J ika jangka waktu yang te lah  ditetapkan 

sudah lewat maka permohonan kasasi dianggap tidak  ada,

Dan selekas raungkin panitera harus memberitahukan kepada 

pihak lawan d a ri yang mengajukan kasasi.

Pada waktu mengajukaai kasasi atau selambat-lambat- 

nya dua minggu keraudian pemohon kasasi harus mengajukan 

alasan-alasan permohonan kasasi dalam memori kasasi (pa­

sa l 11  ̂ ayatl Undang-Undang Mahkamah Agung nomer 1 tahun 

19*50).
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Alasan-alasan yang diajukan dalam memori kasasi 

hendaknya sep e r ti yang te lah  ditentukan menurut pasal 51 

Undang-Undang nomer 13 tahun 1965, sebab hanya alasan-a­

lasan tersebut yang akan diperhatikan oleh Mahkamah A- 

gung dalam melakukan peradilan  kasasi.

Permohonan kasasi para pihak dapat dicabut kembali 

oleh pemohon asal berkas-berkas perkaranya belum d ik ir im - 

kan kepada Mahkamah Agung dan yang perlu pula d ip erh a ti­

kan juga bahwa permohonan kasasi menurut pasal 114 Un- 

dang-TTndang Mahkamah Agung nomer 1 tahun 1950 hanya dapat 

diajukan satu k a l i  sa ja , sehingga suatu permohonan kasasi 

yang te lah  dicabut kembali o leh  pemohon kasasi walaupun 

tenggang waktu kasasi belum habis sudah tidak  dapat d ia­

jukan untuk kedua kalinya.

Pihak lavan kasasi juga berhak untuk mengajukan 

perlawanan atas alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi 

kepada pan itera selambat-lambatnya 2 minggu terh itung mu- 

l a i  h ari berikutnya sesudah pemberitahuan adanya permo­

honan kasasi dari pihak lawan m elalu i surat (pasa l 115 a- 

yat3 TTndang-TTndang Mahkamah Agung nomer 1 tahun 1950), 

Pihak lawan tersebut mempunyai hak melawan te ta p i ia  t i ­

dak wajib menyampaikan kontra memori kasasi. Kontra memo­

r i  kasasi bagi pihak lawan mempunyai a r t i  penting, sebab 

dengan demikian masih ada kesempatan untuk melawan a la s- 

an-alasan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi.
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^emori kasasi dan kontra memori kasasi in ilah

yang dipergunakan sebagai dasar bagi hakim kasasi untuk

menganbil dan memberi putusan. Pezrsohonan kasasi s ep er ti

2?tersebut d iatas disebut j '* Kasasi pihak "•

Sela in  kasasi diajukan oleh pihak yang berkepen- 

tingan menurut pasal 49 ayat3 TTndang~Undang nomer 13 tsu 

hun 19*5 dapat diajukan oleh Jaksa Agung karena jabatan- 

nya yang dilakukan seraatar-mata demi kepentingan hukum de- 

ngan tidak  merugikan pihak-pihak yang berkepentingan.

J ika yang mengajukan permohonan kasasi Jaksa A- 

gung dalam hal perkara pidana maka terdakwa berhak pula 

mengajukan surat yang bermaksud melawan atau menguatkan 

permohonan kasasi dari Jaksa Agung kepada pan itera dalam 

tenggang waktu selambat-lambatnya 2 minggu terh itung mu- 

l a i  pada hari berikutnya h ari pemberitahuan permohonan 

 ̂kasasi kepadanya.

Menurut pasal 50 ayat2 TTndang-TTndang nomer 13 ta - 

hun 19^5 Jaksa Agung dapat mengajukan kasasi demi kepen­

tingan hukum walaupun upaya hukum biasa tidak  digunakan. 

Dan raengenai jangka waktu untuk mengajukan permohonan ka­

sas i menurut Subekti dapat dilakukan Jaksa Agung tanpa 

memperhatikan ketentuan jangka waktu 3 minggu dan 6
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minggu yang berlaku untuk permohonan kasasi pihak. ^  Per- 

mohonan kasasi demikian disebut : "Kasasi untuk kepen- 

tingan hukum". ^

Jadi terdapat 2 macam permohonan kasasi yang dapat 

diajukan kepada Mahkamah Agung sebagai hakim kasasi y a i-  

tu :

a, Kasasi pihak yang diajukan oleh para pihak yang ber- 

kepentingan.

b. Kasasi untuk kepentingan hukum yang diajukan oleh Jak- 

sa Agung.

2. Kemxtusan Mahkamah Igung Sebagai Hakim Kasasi Dalam 

Hukum kcara Kasasi

Mahkamah Agung dalara kedudukannya sebagai hakim 

kasasi berdasarkan atas pasal 49 ayatl ITndang-Tndang no- 

mer 13 tahun 19^5 merautuskan tentang permohonan kasasi 

terhadap putusan atau peaotapan dalam peradilan tingkat 

te ra k h ir  dari pengadilan-pengadilan dalam semua lingkung- 

an peradilan .

Peradilan kasasi yang dilakukan o leh  Mahkamah A- 

gung tidak  berkedudukan sebagai peradilan tingkat k e t ig a  

sesudah peradilan tingkat kedua oleh hakim banding.
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Sebab peradilan kasasi ini hanya terbatas melakukan peme- 

riksaan dari segi pengetrapan hukuranya saja, sedang me­

ngenai peristiwa dan segala pembuktian perkara sudah d i- 

selesaikan oleh pengadilan bawahan yaitu hakim pada pe­

ngadilan tingkat pertama dan hakim pada pengadilan ting­

kat banding,

Oleh karena itu  Mahkamah Agung dalam melakukan 

fungsi sebRgai hakim kasasi hanya berwenang raeninjau apa- 

kah putusan hakim-hakim bawahan sudah didasarkan atas ke- 

tentuan-ketentuan hukum yang berlaku, Kalau putusan ha­

kim-hakim bawahan tidak  didasarkan atas ketentuan-keten- 

tuan hukum yang berlaku maka putusan hakim-hakim bawahan 

tersebut akan bertentangan dengan ketentuan hukum yang 

berlaku. Atas dasar alasan karena bertentangan dengan ke­

tentuan hukum yang berlaku in ila h  kasasi dapat dimintakan 

kepada Mahkamah *^gung,

Perneriksaan d i dalam sidang kasasi hanya dilakukan 

perneriksaan terhadap putusan, penetapan, berkas-berkas 

perkara dan meraori kasasi. Oleh karena itu  memori kasa­

s i  dan kontra meraori kasasi sangat penting peranannya, 

sebab meraori kasasi dan kontra memori kasasi tersebut d i­

pergunakan sebagai dasar bagi Mahkamah Agung selaku ha­

kim kasasi untuk menentukan apakah ketentuan-ketentuan 

hukum sudah ditrapkan dengan benar atau tidak  oleh hakim 

atau pengadilan yang te lah  merautus perkara yang dimohon-
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kan kasasi.

Memori kasasi itu  b e r is i  alasan-alasan mengapa d i­

ajukan permohonan kasasi sedang kontra memori kasasi ber- 

i s i  sanggahan-sanggahan d ari pihak lawan.

Untuk mengajukan permohonan kasasi tidak  terdapat 

ketentuan mengenai pembat as an n i la i  perkara yang dapat 

dimohonkan kasasi kepada Mahkamah Agung. Hanya dalam pa­

sa l 15 rndang-^ndang Mahkamah Agung nomer 1 tahun 1950 

raenentukan bahwa Mahkamah Agung memutus pada tingkatan 

peradilan kedua atas putusan-putusan wasit yang tem ya ta  

mengenai n i la i  harga 25-000 rupiah atau leb ih .

Susunan hakim kasasi pada waktu bersidang untuk 

memberikan putusan kasasi menurut pasal 46 ayatl Undang- 

Undang nomer 13 tahun 1965 t e r d i r i  dari sekurang-kurang- 

nya 3 orang hakim, seorang duduk sebagai hakim ketua dan 

yang la in  sebagai hakim anggauta serta  dibantu o leh  seo­

rang panitera atau pan itera pengganti. Mahkamah Agung in i 

bersidang d i tempat kedudukannya d i Jakarta sebagai Ibu- 

kota Negara Hepublik Indonesia.

Oleh karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi d i la -  

kukan atas dasar surat-surat maka para pihak tidak  perlu 

had ir dalam sidang. Uamun berdasark an pasal 117 Undang- 

undang T!ahkamah Agung nomer 1 tahun 19*0 j ik a  Mahkamah 

Agung memandang perlu pemeriksaan kasasi dilakukan dengan 

mendengarkan sen d ir i para pihak atau saksi atau dapat ju -
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£a meminta penradilan tingkat pert ana atau pengadilan 

"banding untuk melakukan perneriksaan terhadap para pihak 

atau saksi d i dalam daerah huku salah satu pihak b erd i- 

an,

Juga tidak  terdapat ketentuan yang rsewajibkan para 

pihak yang berkepentingan yang mengajukan permohonan ka­

sasi supaya didampingi oleh  seorang pengacara* Ilemang se- 

baiknya para pihak yang berkepentingan yang mengajukan 

kasasi diwajibkan -untuk meminta bantuan kepada seorang 

pengacara, sebab kasasi ditujukan terhadap k e te l it ia n  

tentang tepat tidaknya penerapan hukum yang dilakukan o- 

leh hakim pengadilan baeahan, sehingga memerlukan kemam- 

puan tehnis ju r id is .

Putusan yang diberikan oleh Mahkamah \gung dalam 

kedudukannya sebagai hakim kasasi dapat berupa :

a. Permohonan kasasi tidak  dapat d iteriraa.

Alasan-alasan yang diajukan dalam permohonan kana- 

s i  tidak  dapat d iterim a apabila syara t-syarat dan pro- 

sedur mengajukan kasasi tidak  dipenuhi, s ep e r t i dalam 

h a l jan{?ka waktu untuk mengajukan kasasi te lah  lewat 

dari 3 minggu d i Jawa dan Madura atau £ minggu d i luar 

Jawa dan Madura setelah  d iberitahu  i s i  putusan penga­

d ilan  tingkat banding, demikian juga dengan terlam bat- 

nya memasukkan memori kasasi karena te lah  lewat 2 

minggu: atau belnm dan tidak  raenggunakan dahulu upaya
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hukum b iasa.

b. Peraohonan kasasi d ito la k .

Alasan-alasan permohonan kasasi dapat d ito lak  apa- 

b i la  penohon kasasi mengajukan h a l-h a l baru yang sebe- 

lumnya tidak  pemah diajukan kepada hakim yang ber- 

sangkutan atau mengajukan ha l-h a l mengenai kejadian 

atau peris tiw a  yang bukan wewenang hakim kasasi te ta p i 

masuk wewenang hakim pengadilan tingkat pertama atau 

pengadilan banding,

c. Permohonan kasasi d iterim a atau dikabulkan.

Apabila permohonan kasasi dikabulkan maka b e ra r t i 

apa yang te lah  diptituskan oleh pengadilan bawahan t i ­

dak tepat atau terdapat kesalahan dalam mengetrapkan 

hukum.

Kalau t e r ja d i  hal yang demikian maka Mahkamah Agung 

akan mengadili s en d ir i perkara tersebut untuk membe- 

narkan hukumnya dan mengetrapkan hukum yang d irasa  le -  

bih tepat dan benar.

Putusan llahkaraah Agung dalam kedudukannya sebagai 

hakim kasasi harus diucapkan dalam sidang yang terbuka 

untuk umum. Putusan tersebut harus ditanda tangani oleh 

semua hakim yang turut memeriksa dan pan itera yang turut 

membantu pemeriksaan. Kemudian putusan kasasinya segera 

dikirimkan kembali kepada ketua pengadilan d i tempat pe- 

mohon mengajukan kasasi guna disampaikan kepada para p i-

^1
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hak yang berkepentingan.

Oleh karena putusan kasasi dikirimkan kembali ke­

pada pengadilan tempat pemohon mengajukan kasasi naka pe- 

laksanaan putusan berdasarkan pasal 33 ayat3 I'ndang-TTn- 

dang nomer 14 tahun 1970 untuk perkara perdata dilakukan 

oleh panitera dan juru s ita  dipimpin oleh ketua pengadil­

an yang bersangkutan.

dengan demikian setelah  putusan kasasi dan putusan 

tersebut sudah dilaksanakan oleh panitera dan juru s ita  

dipimpin oleh ketua pengadilan maka se lesa ilah  proses 

perkaranya. "Oan apa yang te lah  diputuskan oleh Mahkamah 

Agung sebagai hakira kasasi dianggap tepat, benar dan a d il .

Putusan Mahkamah Agung terhadap kasus terten tu  

yang dapat d iik u t i atau diarabil sebagai pedoman oleh pe­

ngadilan bawahan merupakan yurisprudensi.

Agar supaya tujuan daripada peradilan kasasi yang 

bermaksud untuk mengajukan suatu kesatuan dalam penge- 

trapan hukum d i negara k ita  dapat tercapa i maka putusan 

Mahkamah ^gung yang merupakan yurisprudensi memegang pe- 

ranan penting. Sebab m elalu i putusan-putusan Mahkamah A- 

^ung yang merupakan Yurisprudensi, hakim-hakim pengadilan 

bawahan dapat mengambil sebagai pedoman terhadap soa l 

yan# serupa dengan soa l yang menjadi perkara yang te lah  

pemah dijatuhkan, sehingga walaupun hakim bawahan men- 

uunyai* kebebasan dalam melakukan peradilan  namun dalam
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praktek peradilan putusan-putusan yang te lah  pernah d i ja -  

tuhkan oleh hakim atasan yang raerupakan Yurisprudensi sa- 

ngat diperhatikan oleh hakim-hakim pengadilan bawahan.
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H A H  V 

P E N r T tt P

Setelah d i dalam bab-bab terdahulu saya uraikan 

perabahasan s ek ita r  peradilan kasasi, maka sampailah d i da­

lam bab in i  akan saya kemukakan kesimpulan dan saran.

1. Kesimmlan

1. Kasasi yang b e ra r t i "pembatalan", dalam ha l in i  

b e ra r t i Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi 

berwenang untuk membatalkan putusan-putusan penga­

d ilan  bawahan apab ila  diketahui tem ya ta  melakukan 

kesalahan dalam mengetrapkan hukum yang berlaku a- 

tau melanggar hukum.

2* ^ n g s i  peradilan kasasi yang dilakukan oleh Mahka­

mah Agung bertujuan untuk membina keseragaman da^ 

lam penerapan hukum dan undang-undang diseluruh w i- 

layah negara Hepublik Indonesia diterapkan secara 

tepa t, benar dan a d il .

3. Dasar hukum Mahkamah Agung melakukan peradilan ksu 

sasi terdapat dalam Undang-rndang Mahkamah Agung 

nomer 1 tahun 1950 juncto Undang-Undang nomer 13 

tahun 19^5 dan pasal 10 ayat3 TTndang-!Tndang nomer

14 tahun 1970*

A. T^ntuk menghindari kekosongan hukum dalam Hukum Aca*- 

ra Kasasi karena ^ndang-TTndang Mahkamah \gung nomer
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1 tahun 1950 telah  dicabut oleh  TTndang-Undang nomer 

13 tahun 19^5 maka Mahkamah Agung perlu menyatakan 

bahwa pencabutan yang dimaksud oleh pasal 70 Un- 

dang-Undang nomer 13 tahun 19^5 tersebut tidak  men- 

cakup Hukum \cara Kasasi melainkan hanya khusus me­

ngenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah 

Agung, dengan demikian yang berlaku sebagai Hukum 

Acara Kasasi adalah Hukum Acara Kasasi yang d ia tu r 

dalam Undang-Undang nomer 1 tahun 1950, sekedar t i ­

dak bertentangan dengan Undang-Undang nomer 14 ta ­

hun 1970.

Sebagai Pengadilan XTegara T e r t in g g i sudah seharus- 

nya pada Fahkamah Agung diadakan bidang-bidang per­

adilan Umum, Agama, M i l i t e r  dan Tata Usaha IJegara 

sesuai pasal 10 ayatl Undang-Undang nomer 14 tahun 

1970 yang masing-masing m elipu ti satu lingkungan 

peradilan .

Hukum Acara Perdata yang berlaku hingga sekarang 

adalah H erziene Inlandsch ^eglement d i Jawa dan Meu- 

dura, dan Rechtsreglement voor de Buitengewesten 

d i luar Jawa dan Madura.

Susunan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum 

yang berlaku hingga sekarang in i  adalah s ep e r t i 

yang ditentukan menurut pasal 1 Undang-TTndang nomer 

13 tahun 19^5 yang t e r d i r i  dari :
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1. Pengadilan ?Teg e r i.

2. Pengadilan " in g g i.

3. Mahkamah Agung,

8, T^ntuk mengajukan permohonan kasasi harus d ip erh a ti- 

kan benar-benar mengenai syarat-syarat dan prosedur 

kasasi. Sebab kalau tidak  dipenuhi syarat-syarat 

dan prosedur kasasi maka permohonan kasasi tidak  

dapat d iterim a.

9. Perneriksaan dalam tingkat kasasi oleh Ifahknmah A- 

gung hanya terbatas pada seg i pengetrapan hukum o- 

leh pengadilan bawahan, dan perneriksaan pada tin g ­

kat kasasi in i  dilakukan atas dasar surat-surat yâ - 

itu  m elalu i putusan-putusan, berkas-berkas perkara 

dan risa lah  kasasi sehingga para pihak tidak  perlu 

hadir, kecuali kalau Mahkamah Agung memandang per­

lu ,

10. Tidak terdapat pembatasan terhadap n i la i  perkara 

yang dapat dimohonkan kasasi kepada Mahkamah Agung* 

11* Putusan Mahkamah Agung sebagai hakim kasasi dapat 

berupa :

1* Permohonan kasasi tidak dapat d iterim a.

2. Permohonan kasasi d ito la k .

3. Permohonan kasasi d iterim a / dikabulkan.

12. Mlamana permohonan kasasi d iterim a maka putusan 

kasasi nerupakan koreksi yang dilakukan o leh  Mahka-
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mah Agung atas pengetrapan hukum dari hakim penga­

d ilan  bawahan sehingga putusan hakim kasasi diang­

gap yang benar, tepat dan a d il.

Saran-saran

1, Sebelum diadakan Hukum Acara Kasasi yang barn yang 

akan menggantikan Hukum Acara Perdata dan Pidana 

dalam tingkat kasasi dari TTndang-Undang Mahkamah 

Agung nomer 1 tahun 1950 hendaknya pemyataan Mah­

kamah Agung untuk te tap  memperlakukan Hukum Acara 

Kasasi d a ri Undang-Undang Mahkamah 4gung nomer 1 

tahun 1950 dikukuhkan dalam bentuk undang-undang 

agar Mahkamah Agung mempunyai dasar yang leb ih  kuat 

d i dalam melakukan fungsinya sebagai peradilan ka^ 

sas i.

2. Hendaknya dikeluarkan undang-undang tentang wajib 

memberikan bantuan hukum kepada se tiap  pengacara 

agar bersed ia  memberikan bantuan hukum secara cum a- 

cuma bagi orang yang tidak  mampu membayar b iaya pe­

ngacara dalam menyelesaikan suatu perkara sampai 

tuntas, khususnya dalam peradilan tin gkat kasasi.
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LAMPIRAN I

KBRTTTSAN MAHKAMAH ACHING- 

TtegJTo. 197 K/Sip/1979.- 

D'ST-TI KEADILAH 3BRDASAHKAN KSTOHANAN YANG- MAHA ESA 

M A H K K M AH  A G TI N G 

mengadili dalam tingkat kasasi telah raenjatuhkan kepu- 

tusan sebagai berikut :

A'RSYAD P/VEH. dalam kedudukannya sebagai 

Pimpinan ^ a la i Pengobatan P o lik lin ik  

"Persatuan Is lam ", berkedudukan d i TJjung 

Pandang Jalan Gunung Bawakaraeng No.90, 

karenanya bertindak untuk dan atas nama 

"Halai Pengobatan tersebu t, penggugat un- 

tuk kasasi dahulu Tergugat-Pembanding ;

m e 1 a w a n ;

(tORITI-IAN. bertempat t in g g a l d i TJjung 

Pandang Jalan Veteran N o .100, tergugat 

dalam kasasi dahulu Penggugat-Terbanding; 

Mahkamah Agung tersebut ;

M elihat surat2 yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat2 tersebut tem ya ta  

bahwa sekarang tergugat dalam kasasi sebagai penggugat 

a s l i  te lah  menggugat sekarang penggugat untuk kasasi 

sebagai te rg u g a t-a s li dirmika persidangan Pengadilan 

TTegeri Ujung Pandang pada pokoknya atau d a li l2  :

bahwa Penggugat-asli adalah pemegang Hak Sewa
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atas sebidang tanah pengelolaan Pemerintah Kotamadya 

T7jung Pandang (p e r s i l  No. 38) seluas 260,70 m2 t e r le -  

tak d i ja lan  T itang ITo«1 A TTjung Pandang sesuai de­

ngan akte ju a l b e l i  rumah dan pengoperan Hak Sewa/Pa- 

kai tanggal 24 Maret 1976 No.72/AKM/3/1976, dan bahwa 

Penggugat-asli adalah pem ilik atas rumah semi perma*- 

nent yang berada d iatas tanah tersebut *

bahwa entah mengapa T ergu ga t-as li te lah  mengha^ 

lang-halangi Penggugat-asli untuk raembongkar se rta  

membangun d iatas tanah tersebu t, sehingga o leh  karena- 

nya Penggugat a s l i  menderita rugi ;

bahwa Penggugat-asli khawatir te rg u g a t-a s li t i ­

dak akan mentaati putusan in i ,  maka Penggugat-asli mo- 

hon agar mergu ga t-a s li dihukum untuk membayar uang 

paksa (dwangsom/astreinte) untuk se tiap  k a li  Tergugat- 

a s l i  tidak  mentaati keputusan in i  ;

bahwa berdasarkan alasan2 tersebut d ia ta s , Peng­

gu ga t-as li menuntut kepada Pengadilan IJegeri TTjung Pan­

dang supaya Taemberikan keputusan sebagai berikut :

I .  Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah 

pemegang Hak Sewa yang sah dan satu-satunya atas 

sebidang tanah pengelolaan Pemerintah Kotamadya 

TTjung Pandang (p e r s i l  N o .38) yang te r le ta k  d i TT­

jung Pandang Jalan mitang Homer 1 A. ( KL 30 meter 

dari jalanan raya Jalan T itang TTP) seluas K l. 

260,70 m2 ;
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I I .  Menyatakan secara hukum Penggugat adalah pemi- 

l ik  atas rumah kediaman semi permanent yang ber­

ada d iatas tanah Hak Sewa termaksud ;

I I I *  Menghukum Tergugat untuk s e k a li-k a li tidak  me- 

ngadakan tindakan pencegahan atau penghalang da- 

lam bentuk apapun juga terhadap Penggugat berke- 

nan dengan upaya Penggugat untuk merombak dan 

membangun d iatas persil/tanah sewa termaksud ;

IV . Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa 

(dwangsom/astreinte) sebesar Rp.1*000*000,- (s a -  

tu ju ta  rupiah) untuk setiap  k a l i  Tergugat me- 

langgar putusan in i  ;

V. TTenyatakan bahwa putusan in i  dapat dijalankan 

te r le b ih  dahulu sekalipun terhadapnya diajukan 

v e rz e t ,  banding ataupun kasasi ;

A t a u  ;

Mohon putusan yang s ea d il-a d iln ya  ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Nege- 

r i  TTjung Pandang te lah  mengambil keputusan, ya itu  ke- 

putusannya tangga l 24 Kopemher 1977 ITo* 264/H/1977, yang 

amamya herbunyi sebagai berukut :

" 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;

” 2* Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemegang Hak 

" Sewa yang sah dan satu-satunya atas sebidang ta -  

n nah pengelolaan Pemerintah Kotamadya Ujung Pan- 

” dang (P e r s i l  V o . 3$) yang te r le ta k  d i TTjung Pan-
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” dang Jalan T itang Uo.t X (k ira2  30 meter dari .7 a- 

" lan Raya) seluas 2^0,70 m2 ;

M 3* T,fenyatakan bahwa Penggugat adalah pem ilik atas 

" rumah kediaman serai permanent yang berada d iatas 

" tanah hak sewa p e r s i l  No.38 tersebut ; 

n 4. Nenghukum Tergugat untuk membayar b iaya yang tim - 

" bul dalam perkara in i ,  yang sampai sekarang d i-  

" anggap sebesar Hp.22,875,-(dua puluh dua ribu de- 

" lapan ratus tujuh puluh lima rupiah) ; 

n 5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

Keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan 

Tergugat te lah  dikuatkan oleh Pengadilan T ingg i Iljung 

Pandang dengan keputusannya tanggal 29 J u li 1978 Ho. 

134/1978/PT/Pdt. ;

bahwa sesudah keputusan te ra k h ir  in i  d iberitahu- 

kan kepada kedua belah pihak pada tanggal 8 September 

1978 kemudian terhadapnya oleh ^ergugat-Pembanding 

(dengan perantaraan kuasa khusus, berdasarkan surat 

kuasa khusus tanggal * Oktober 1977) diajukan perno- 

honan untuk pemeriksaan kasasi secara lis a n  pada tang­

ga l 9 Oktober 1978 sebagaimana tem ya ta  dari surat ke- 

terangan No*38 yang dibuat oleh Pan itera  Pengadilan 

Negeri Njung Pandang, permohonan mana kemudian disusul 

oleh memori alasan alasannya yang d iterim a d ikepan ite- 

raan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Okto­

ber 19^8 ;
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bahwa setelah  itu  oleh Penggugat-Terbanding yang 

pada tanggal 30 Oktober 1978 te lah  d iberitahu  tentang 

memori kasasi d ari Tergugat-Pembanding, diajukan ja -  

waban memori kasasi yang d iterim a dikepaniteraan Pe­

ngadilan Negeri TTjung Pandang pada tanggal 10 ITopember 

1978 ;

Menimbang te r le b ih  dahulu, bahwa dengan berlaku- 

nya TTndang2 No* 14 tahun 1970 tentang Ketentuan2 Pokok 

Kekuasaan Kehakiman, yang te lah  mencabut T!ndang2 No. 19 

tahun 19^4 tentang Ketentuan2 Pokok Kekuasaan Kehakiman 

( yang l°ma ) dan Hukum Avara Kasasi s ep e r t i yang d i-  

maksudkan dalam pasal 49 (4 ) TTndang2 No* 13 tahun 1965 

sampai k in i belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap 

perlu untuk menegaskan Hukum Acara Kasasi yang harus 

dipergunakan ;

bahwa mengenai h a l in i  berdasarkan pasal 40 TJn- 

dang2 No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang2 No. 13 

tahun 19^5 harus d ita fs irk a n  sedemikian rupa,sehingga 

yang dinyatakan tidak  berlaku itu  bukan Undang2 No* 1 

tahun 19^0 secara keseluruhan, melainkan sekedar me­

ngenai hal2 yang te lah  d ia tu r dalam Hndang2 N o .13 ta ­

hun 19c5 kecu a li kalau bertentangan dengan TTndang2 No.

14 tahun 1970 ;

bahwz dengan demikian, maka yang berlaku sebagai 

Hukum Acara Kasasi adalah Hukum Acara Kasasi yang dia­

tu r dalam TTndang2 No.1 tahun 1950, sekedar tidak  berten-
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tangan dengan TTndang2 fo .1 4  tahun 1970 ;

Fenimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta 

alasan2-nya yang te lah  diberitahukan kepada pihak la ­

wan dengan saksama diajukan dalan tenggang2 waktu dan 

dengan cara yang ditentukan dalam TTndang2, maka oleh 

karena itu  dapat d iterim a ;

I-Ienimbang, bahwa keberatan2 yang diajukan oleh 

penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut 

pada pokoknya ia lah  :

1. bahwa Ju dex-facti te lah  salah melakukan cara pera­

d ilan  dalam menjatuhkan keputusannya, karena tidak  

meramnyai pertimbangan hukum yang lengkap dan sem- 

puma, akan te ta p i dengan mudah sa ja  menyatakan 

bahwa Pengadilan ITegeri te lah  mempertimbangkan dan 

memutus perkara tersebut te lah  tepat dan benar, se- 

hingga Pengadilan ^ in gg i menguatkannya, merupakan 

pertimbangan yang kabur dan merupakan onvoldoende 

gemotiveerd yang harus d it in ja u  kembali (Jurispru- 

densi Mahkamah \gung tanggal 9 Kei 1970 Reg.lTo.

^38 K/Sip/19c9) ;

2* bahwa Judex f a c t i  te lah  salah menerapkan hukum, keu 

rena dengan penunjukan m elalu i bukti T.1 yang ditun- 

jang bukti ^.4 jO ^.2 dan T.3  secara expresses ver­

b is  d ije laskan  bahwa tanah/rumah sengketa (bekas ka- 

kus umum) te lah  diserahkan kepada B a la i Pengobatan 

Persatuan Islam , sebagaimana ternyata dalam surat
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M rek tu r Pekerjaan TTmura Daerah Kotamadya Makasar 

tanggal 2 Desember 1954 No.76/00/54 dan te tap  ber­

laku sampai sekarang dan bukan kepada tergugat da­

lam kasasi/penggugat asal ;

*5. bahwa surat2 keterangan s ep er ti termaksud dalam 

bukti T .4 ,T #3 jo  dan 2 tersebut dikeluarkan o- 

leh  W alikota madya Kepala Daerah Tingkat I I  TTjung 

Pandang, selaku pemegang kekuasaan te r t in g g i dalam 

peraerintahan sehingga sega la  keterangan2 yang d ike­

luarkan oleh in stan s i rendahan sebagaimana bukti2 

yang ditampilkan o leh  tergugat dalam kasasi/penggu­

gat -a sa l yang bertentangan dengan ketentuan atasan 

(T #1 s/d T .4 ) harus dikesampingkan ;

4. bahwa bukti2 surat dari penggugat untuk kasasi yang 

ditunjang pula dengan keterangan para saksi te lah  

raembuktikan bahwa tanah sengketa adalah bahagian 

dari ^ a la i Pengobatan P o lik lin ik  Persatuan Islam  ; 

Menimbang : 

mengenai keberatan a d .1 :

bahwa keberatan in i  tidak  dapat dibenarkan, ka­

rena Pengadilan T in gg i TTjung Pandang tidak  salah me- 

nerapkan hukum, dan Pengadilan T inggi berwenang meng- 

ambil a lih  pertimbangan Pengadilan ITegeri, j ik a  d i-  

anggap pertimbangan itu  te lah  benar, s ep e r t i halnya 

dalam perkara in i  ; 

mengenai keberatan? a d .2 dan 7 :
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bahwa keberatan;? inipun tidak  dapat dibenarkan, 

karena Pengadilan " in g g i Ujung Pandang tidak salah me- 

nerapkan hukum, la g i  pula keberatan2 itu  pada hakekat- 

nya berkenaan dengan pen ila ian  h a s il perabuktian yang 

b e rs ifa t  penghargaan tentang suatu kenyataan, hal ma­

na tidak  dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan da- 

lam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak d ilak - 

sanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum,se- 

bagaimana yang dinaksud dalam pasal 18 tTndang2 Mahka­

mah Agung Indonesia (TTndang2 Ho.1 tahun 1950) ; 

menenai keberatan ad. 4 :

bahwa keberatan in i  juga tidak  dapat dibenarkan, 

karena keberatan itu  pada hakekatnya berkenaan dengan 

pen ilaian  h a s il pembuktian, dan s ep e r t i yang te lah  d i­

vert imbangkan di.atas, keberatan serupa itu  tidak  dapat 

dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi ;

Uenimbang, bahwa berdasarkan apa yang d ipertim ­

bangkan d ia ta s , la g i  pula dari sebab tidak  tem ya ta  

bahwa keputusan Ju d ex-fac ti dalam perkara in i  berten - 

tangan dengan hukum dan/atau Undang2, maka permohonan 

kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi Arsyad 

Pana tersebut harus d ito la k  ;

Ueraperhatikan pasal 40 ITndang2 ITo.14 tahun 19n0, 

Undang? tto • 1 "3 tahun 19^ dan ITndang2 ?-o.1 tahun 1950;

M E K TT *  IT g K A N :

Menolak permohonan kasasi d ari penggugat untuk
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kasasi : A^STAD PA>TA tersebut ;

Menghukum penggugat untuk kasasi akan menbayar 

biaya perkara dalam tingkat kasasi in i  ditetapkan se- 

banyak Rp.2.080,-(dua ribu delapan puluh rupiah.) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat pernrusyawa- 

ratan ?4ahkamah Agung pada hari : Karais, tanggal 12 Ju- 

n i 1980 dengan Indroharto SH. Hakim Agung yang ditun- 

juk oleh Ketua Mahkamah Agung, sebagai Ketua Sidang,

S.Hendrotomo SH. dan S r i W idoyati Wiratmo Soekito SH,, 

sebagai Hakim2-Anggauta, dan diucapkan dalam sidang 

terbuka pada :

KATTIS. tanggal 19 Juni 1980 oleh 

Ketua Sidang tersebu t, dengan d ih a d ir i oleh S. 

Hendrotomo SH, dan S r i W idoyati Wiratmo Soekito 

SH,, Hakim2-Anggauta, dan A is jah  SH., Pan itera- 

Pengganti, dengan tidak  d ih a d ir i oleh kedua be- 

lah pihak.-

Hakim2-Anggauta ; K e t u a ;

ttd / . S.Hendrotomo SH. ttd / . Indroharto SH,
ttd / . S r i W idoyati Wiratmo Soe­

k ito  SH.
B i  a y a 2 : Pan itera-Pengganti ;

1. Pemberitahuan kasasi ttd / . A I  S J A H SH. 
dan penyerahan salinan
memorinya ....................Rp. 2,000, -

2. R e d a k s i  ..............Rp. 30,-
3. M e t e r a i .............. Rp. 50,- Untuk Salinan

T , ^ ------ « — m A K—  Kepala Bidang Perdata
Jumlah Rp.2.080,- i;!ahkamah p^ng R.I.

(N y.T .S . Aslamiah Soeleman SH)
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K3HTfnTSAN MAHKAMAH AGTTff 

Reg.TTo. 1752 K/Sip/1978.- 

T)TTI  KEADILAN BE^ASA^KAN KETTHAHAN YANG- IIAHA ESA 

M A H K A M A H  A ft TT V 0 - 

m engadili dalam tingkat kasasi te lah  nenjatuhkan ke- 

putusan“-sebagai berikut dalam perkara ;

1* QCTW vjWCr  LIM.

2. NY.KAM THIAN ITT a l.NY . INAH KANAWATI. 

keduanya bertempat t in gga l d i J in . 

Kampung Angus No.38 Jakarta Barat, 

penggugat2 untuk kasasi, dahulu tergu ­

gat 2- p enib and in g ,

m e l a w a n  :

HABI UTRYAN^O, bertempat t in g g a l d i J in . 

Pemuda N o .125, Magelang, tergugat dalam 

kasasi, dahulu penggugat-terbanding ; 

Mahkamah Agung tersebut ;

M elihat surat2 yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat2 tersebut tem ya - 

t a f bahwa sekarang tergugat dalam kasasi sebagai peng- 

gu ga t-a s li te lah  menggugat sekarang penggugat untuk 

kasasi sebagai te rgu ga t2 -a s li dinuka persidangan Peng­

adilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan pada pokoknya 

atas d a l i l2  :

bahwa pen^gugat-asli adalah pem ilik sah dari

l a m p i r a i: ii
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sebidang tanah dengan hak guna bangunan yang p e r in c i-  

annya mengenai le tak  serta  luasnya sebagai tersebut 

dengan je la s  dalam surat gugatan, tanah mana te lah  d i-  

b e l i  oleh penggugat-asli P.'T\ 13K: Horo, v id e  akte Nota- 

ris/PPAM M.Said ^ajudin !!o.12 tertan gga l 16 A p r il 1973 

dan d iatas tanah tersebut te lah  b e rd ir i sebuah bangun- 

an yang diketahui dibangun atas naraa T ergu ga t-as li I I  

yang semula dipergunakan sebagai tempat perusahaan ko- 

per, akan te ta p i semenjak tahun 1963 bangunan tersebut 

berada dalam keadaan kosong sampai k in i ;

bahwa P ,T . EK HOITO sebagai pernilik lama te lah  

pula meraberitahukan mengenai penyerahan tanah in i  ke­

pada te rgu ga t2 -a s li m elalu i suratnya te rtan gga l 30 Ka- 

re t 1973, te ta p i tergugat 2 -a s li tem ya ta  tidak  berse- 

d ia  mengakui penggugat-asli sebagai pem ilik baru, se­

bab tem ya ta  adanya permohonan dari te rg u g a t-a s li I I  

agar ia  mendapat hak guna bangunan stas tanah m ilik  

penggugat-asli ;

bahwa te rg u g a t-a s li I  dan I I  tidak  mau menga­

kui penggugat-asli sebagai pem ilik baru dan sejak  bu- 

lan A p r il 1973 te rg u g a t-a s li I  tidak  pemah membayar 

sewa tanah kepada penggugat-asli, te ta p i te rgu ga t-a s li

I  dalam bulan Pebruari 1974 masih mengirim uang sewa 

tanah kepada P.T.EK HONG.dan penggugat-asli t id ak  me- 

ngizinkan bangunan tersebut te tap  berada d iatas tanah 

tersebut
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bahwa berdasarkan hal2 tersebut d iatas maka 

penggugat-asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Ja­

karta Barat dan Selatan agar memberikan keputusan se­

bagai berikut :

1. Menetapkan bahwa Penggugat adalah pem ilik sah dari 

sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam surat 

S e r tf ik a t Tanah N o.76 S,TT.No.387 th .1973  tanggal 

1* Juni 1973 ;

2. Menetapkan Tergugat I  bersalah melakukan perbuatan 

melawan hukum berupa menguasai tanah Penggugat se- 

cara tidak  sah ;

3. Menetapkan perjan jian  sewa-menyewa tanah antara 

Penggugat dan Tergugat I  sebagai putus (Ontbonden) 

terh itu ng mulai dengan bulan Januari 1974 ketika  

untuk pertama ka lin ya  diajukan gugatan oleh Sdr.

Hadi Muryanto m elalu i kuasanya S dr.R iva i SH., a- 

marhum dibawah N o ,12/74g.G .(P .8 );

4 . Menghukum Tergugat I  untuk membayar gan ti rugi seca- 

ra tunai dan sekaligus sebesar 10 (sepuluh) ju ta  ru­

piah) .

5. Menetapkan bangunan yang b e rd ir i  d iatas tanah m ilik  

Penggugat sebagai bangunan lia r/ t id a k  sah,

6. Memerintahkan kepada Tergugat I  dan I I  untuk dalam 

waktu selambat2-nya satu bulan setelah  putusan Pe­

ngadilan diucapkan, merabongkar atau beaya sen d ir i 

seluruh bangunan tersebut d iatas ;
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Kemintakan bantuan pihak yang berwajib untuk secara 

paksa dan seketika membongkar dan memindahkan ba- 

ngunan tersebut apabila lewat waktu yang ditetapkan 

d iatas ^ergugat I  dan I I  la la i  melaksanakan perin - 

tah tersebut dibawah Fo.*> ;

8. Menghulcum tergugat I I  dan I  raerabayar uang paksa se- 

besar Hp.500.000,- sehari se tiap  k a l i  Tergugat I I  

dan I  l a la i  melaksanakan perintah pembongkaran dan 

pemindahan bangunan tersebut ;

9. Beaya perkara menurut hukum ;

bahwa terhadap gugatan in i  te lah  diajukan ja -  

waban/gugatan rekonpensi oleh te rgu ga t2 -a s li yang pa­

da pokoknya menyatakan bahwa perkara N o.35/1976 G- ada­

lah merupakan gugatan ulangan ke-4 ka linya  oleh Peng- 

gu ga t-as li ya itu  yang pertama dengan surat gugatan t e r ­

tanggal 16 Januari 1974 d a fta r  N o .12/74 0, kemudian 

disusul dengan gugatan te rtan gga l 25 1-laret 1974 da fta r 

No.87/1974 ft dan kedua perkara tersebut digabungkan *

dan diputus pada tanggal 10 A p r il 1975 dengan keputus­

an tidak  dapat d iterim a (n ie t  on tvan kelijk ) tersebab 

surat kuasa penggugat-asli, dan selanjutnya diulang 

k e tiga  ka linya  dengan gugatan te rtan gga l 15 Mei 1975 

d a fta r N o ,123/1975 G dan dengan keputusan yang sama 

dieebabkan oleh surat kuasa ;

bahwa perkara/gugatan in i  adalah sama dengan 

perkara2 tersebut d iatas mengenai pihak2-nya pos ita ,
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petitum gugatan, benda yang disengketakan sehingga per­

kara in i  adalah ne b is  in  idem ;

bahwa kuasa penggugat-asli yang menanda-tangani 

dan mengajukan gugatan adalah menerima kuasa dari Sdr. 

'T'jong T jian g Kwee secara su b s titu tie  sebagai kuasa Ha- 

d i fforyanto berdasarkan surat kuasa akte N otaris  Moch. 

tTachja Pu ivod id jo jo  No. 22 tanggal 22 Pebruari 1975, 

dan kuasa akte d iatas tersebut bukanlah merupakan su­

ra t kuasa khusus untuk dipergunakan melakukan gugatan 

dihadapan Pengadilan ITegeri te ta p i adalah surat kuasa 

umura untuk mengurus dan menguasai dalam a r t i  se-luas2- 

nya m ilik  pemberi kuasa ya itu  tanah Hak Guna Bangunan 

No. 76 ;

bahwa te rg u g a t-a s li I I  selaku i s t r i  tergu gat- 

a s l i  I  sama sek a li tidak  raempunyai hubungan hukum apa- 

pun dengan penggugat-asli, karena mengenai persoalan 

sewa-menyewa tanah yang disengketakan adalah antara 

te rgu ga t-a s li I  selaku suami dari te rg u g a t-a s li I I  de­

ngan pem ilik asa l ya itu  P.T.EK HONG- ;

bahwa te rgu ga t2 -a s li menolak d a li l2  gugatan 

Penggugat-asli ;

bahwa pada kenyataannya penjualan tanah te rs e ­

but yang dilakukan dengan tanpa penjualan rumah per­

manent m ilik  te rgu ga t-a s li yang b e rd ir i secara sah d i-  

atasnva te lah  melanggar In stru ks i M entri Pertanian 

dan Agraria  No JTnda 9/ i/14 tanggal 8 Pebruari 19^4,
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sehingga ju a l-b e li  tersebut tidak  syah dan bata l demi

hukum ;

bahwa berdasarkan hal2 tersebut d ia tas, maka 

tergugat 2 -a s li mengajukan eksepsi atas gugatan in i  dan 

menuntut kepada Pengadilan l'Tegeri Jakarta Barat dan 

Selatan agar memberikan keputusan sebagai berikut : 

Dalam Konpensi :

Dalam ^ s e p s i  :

1, Uenolak gugatan Penggugat, atau

2. setidak-tidaknya tidak menerimanya ;

Dalam tTrijwaren :

-  bahwa atas dasar itu , Tergugat I I  mohon agar d iv r i j -  

waren d a ri perkara in i  tersebab tidak  ada hubungan 

hukum apapun dari sewa menyewa tersebut ;

Dalam rekonpensi :

1. T-?enyatakan ju a l b e l i  tanah sengketa, Akte PPAT 

T-'I.Said Tajudin N o .12 te rtan gga l 16 A p r il 1973, ada­

lah tidak  sah dan b a ta l demi hukum, karena melang- 

gar Instruksi Larang tfen tri Perfcanian dan Agraria  

To.Unda 9/1/14 tanggal 8 Pebruari 19^4 dan juga 

karena adanya wetonduiking sehingga merupakan per- 

buatan melanggar hukum yang mengakibatkan absoluut 

n ie t ig  ;

2. Apabila Tergugat dalam rekonpensi dapat dibenar­

kan menurut hukum selaku pembeli dan pem ilik baru 

tanah sengketa, agar tergugat dalam rekonpensi d i-
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hukum untuk menerima uang sewa dari Penggugat dâ - 

lajn rekonpensi dan menyatakan Penggugat dalam re - 

konpensi adalah penyewa yang syah atas tanah t e r ­

sebut sesuai dengan azas koop breekt geen huur ;

3. Menyatakan keputusan in i  dapat dijalankan te r le b ih  

dahulu walaupun dilakukan perlawanan banding atau 

kasasi ;

4. Menghukum Tergugat dalam rekonpensi membayar b iaya 

perkara ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Ne- 

g e r i  Jakarta Rarat dan Selatan te lah  mengambil kepu­

tusan, ya itu  keputusannya tanggal 3 Nopember 1976 

No.35/1976 6* yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 

" DALAM KOFP^SI :

" DALAM EKS5PSI :

H -  Menolak eksepsi d ari pada para Tergugat untuk ke- 

" seluruhannya ;

" DALAM 7RIJWARIFS :

" -  Menolak tuntutan v r ijw a r in g  d a ri pada Tergugat I I  

" DALAM POTOK PW ARA :

" -  Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

M -  Menetapkan bahwa Penggugat adalah pem ilik sah dar: 

" sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam surat 

" S e r tf ik a t Tanah TTo.76 S.TJ.no. 387 tahun 1973 tang- 

" g a l 16 Juni 1973 ;

" Menetapkan Tergugat I  bersalah melakukan perbuatan
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•' melawan hukum berupa raenguasai tanah Penggugat se- 

” cara tidak  sah ;

" Tenetapkan perjan jian  sewa-menyewa tanah antara 

H Penggugat dan Tergugat I  sebagai putus (ontboden)

” terhitung raulai dengan bulan Januari 1974 ketika 

" untuk pertana kalinya diajukan gugatan oleh Sdr.

" Kadi ruryanto m elalu i kuasanya Sdr.R iva i S,H. d i-  

« bawah To. 12/^4 rT (P 8 ).

" Nenghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi se- 

" cara tunai dan sekaligus sebesar Rp.1000.000,-(sa- 

" tu juta rupiah);

M TTen/?hukum Penggugat dan para Tergugat untuk memba- 

" yar ongkos perkara masing2 separohnya = Hp.3300,- 

" (tiga  ribu tiga  ratus rupiah);

" Penolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

H DkTAV  W O FPW SI :

" Menolak gugatan Penggugat dalan rekonpensi untuk 

" keselurahannya ;

« Nenghukum Penggugat dalajn rekonpensi untuk memba- 

" yar ongkos perkara °p.3500f- (t ig a  ribu lima ratus 

" rupiah);

Keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan 

tergugat2 telah diperbaiki oleh Pengadilan ^inggi 

Jakarta dengan keputusannya tanggal fi Uaret 1978 To. 

19^/1977/P.*. Perdata, yang amarnya berbunyi sebagai 

berikut :
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" Menerima permohonan handing dari kuasa tergugat I  

" dan I I  konpensi/penggugat I  dan I I  rekonpensi/para 

n pembanding tersebut d iatas ;

" DALAM RQFP^SI :

" DALW ^ ^ P 5 I  :

* -  Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Ba- 

" rat dan Selatan tanggal 3 Nopember 1976 No.35/1976 G. 

” yang diraohonkan banding ;

" PAIATT VPJJVrARIITr :

M Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat 

" dan Selatan tanggal 3 Nopember 1976 N o .35/1976*

" yang dimohonkan banding ;

” THIr\M P070K PWARA :

rt Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat 

” dan Selatan tanggal 3 Nopember 1976 N o.35/1976 G.

M dengan perbaikan sedemikian rupa, sehingga amar pu- 

" tusannya berbunyi sebagai berikut :

M Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;

" Menetapkan, bahwa penggugat adalah pem ilik syah da- 

n r i  sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam surat 

S e r tfik a t Tanah No*76 S.U. N o.387 tahun 1973 tang- 

" g a l 16 Juni 1973 ;

" Menetapkan tergugat I  bersalah melakukan perbuatan 

" melawan hukum berupa menguasai tanah penggugat se- 

« cara tidak  syah ;

" Menetapkan perjan jian  sewa-menyewa tanah antara

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PERADILAN KASASI DALAM PERKARA PERDATA RATNA BUDI WAHYUNI



" penfcrugat dan tergugat I  sebagai putus (ontbonden)

" terh itung mulai dengan bulan Jannari 19^4 k etik a  un- 

rt tuk pertama ka linya  diajukan gugatan oleh Sdr. xTadi 

” "uryanto raelaui ku as any a Sdr. ? iv a i S.H. dibawah 

" ^0. 12/1974 M  PB);

" T,renghukum tergugat 1 untuk membayar gan ti rugi seca- 

" ra tunai dan sekaligus sebesar Up.1.000.000,- (satu 

” Juta rupiah);

" T ênghukum tergugat I  dan I I  konpensi/penggugat I  

H dan I I  rekonpensi/para Pembanding menyerahkan tanah 

" sengketa kepada penggugat konpensi/tergugat rekonpen- 

" si/terbanding dalam keadaan kosong ;

M TTenolak gugatan penggugat untuk selebihnya ;

" PALAr w n ?TP?T5I :

" TTenguatkan putusan Pengadilan T egeri Jakarta Barat 

” dan Selatan tanggal 3 Toperaber 1976 Wo.35/1976 G.

M yang dimohonkan handing ;

" DALAM KONPWSI DAP RTSKOITPTftlSI :

” Penghukum tergugat I  dan I I  konpensi/penggugat I 

" dan I I  rekonpensi/para pembanding untuk memikul bieu- 

" ya perkara in i  dalam kedua tingkatan, b iaya mana da- 

" lam peradilan banding banyaknya 'np .2 . r^0 f -(dua ribu 

" enam ratus lima puluh rupiah) ;

bahwa sesudah keputusan ternkh ir in i  d ib e r ita -  

hukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 29 I-lei 

1978 kemudian terhadapnya o leh  tergugat-pembanding
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dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat 

kuasa khusus tanggal 10 Juni 1978 diajukan permohonan 

untuk perneriksaan kasasi secara lis a n  pada tanggal 12 

Juni 1978 sebagaimana tem ya ta  dari surat keterangan 

F0.4/1978/Kas/3C>/1976 G yang dibuat oleh Pan itera- 

Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan, 

peimohonan mana kenrudian disusul o leh  memori alasan2- 

nya yang d iterim a dikepaniteraan Pengadilan ITegeri 

tersebut pada tanggal 17 Juni 1978 ;

bahwa setelah  itu  oleh Penggugat-terbanding 

yang pada tanggal 12 J u li 1978 te lah  d iberitahu ten­

tang memori kasasi dari tergugat-pembanding diajukan 

jawaban memori kasasi yang d iterim a dikepaniteraan Pe­

ngadilan H egeri Jakarta Barat dan Selatan pada tang­

ga l 25 J u li 1978 ;

Tenimbang te r le b ih  dahulu, bahwa dengan b er la - 

kunya lTndang2 TTo.14 tahun 1970 tentang Ketentuan2 Po­

kok Kekuasaan Kehakiman, yang te lah  mencabut Undang2 

TTo.19 tahun 19^4 tentang Ketentuan2 Pokok Kekuasaan 

Kehakiman (yang lama) dan Hukum Acara Kasasi s ep e r ti 

yang dlmaksudkan dalam pasal 49 (4 ) T^ndang2 ITo. 13 

hun 19^5 sampai k in i belum ada, maka Mahkamah .Agung 

menganggap perlu untuk menegaskan Hukum Acara Kasasi 

yang haras dipergunakan ;

bahwa mengenai hal in i  berdasarkan pasal 40 

rndang? No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Tndang2 Eo.13
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tahun 19*5 harus d ita fs irk a n  sedemikian rupa, sehingga 

yang dinyatakan berlaku itu  bukan *Tndang2 !To.1 tahun 

19q0 secara keselurahan, melainkan sekedar mengenai 

hal2 yang te lah  d ia tu r dalam TTndang2 To. 13 tahun 19r5 

kecuali kalau bertentnngan dengan Tndang2 ITo • 14 tahun 

1970 ;

bahwa dengan demikian, maka berlaku sebagai HT- 

kum Acara Kasasi adalah Hukum \cara Kasasi yang d ia ­

tu r dalam TTndang2 ITo -1 tahun 19^0, sekedar tidak  ber- 

ten+.angan dengan rndang? TTo.14 tahun 1970 ;

r enimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beser- 

ta  alasan-2 nya yang te lah  diberitahukan kepada pihak 

lawan dengan saksana diajukan dalam tenggang2 waktu 

dan dengan cara yang ditentukan dalam T7ndang2, maka 

oleh karena itu  dapat d iterim a ;

P'enimbang, bahwa keberatan2 yang diajukan oleh 

penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya te rs e ­

but pada pokoknya ia lah  :

1. bahwa Pengadilan min gg i sama sek a li nengenyamping- 

kan dan tidak  secara saksaraa mempertimbangkan me- 

mori banding penggugat untuk kasasi/penggugat-asal 

yang memnat hal2 yang baru dan berdasarkan pada 

pendapat2 yang belum pemah dikemukakan pada per- 

sidangan Pengadilan >Te g e r i ;

?, bahwa keputusan Pengadilan T ingg i tidak  menurut 

ketentuan pasal 23 ayat 1 ^ridang2 Pokok Kekuasaan
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Kehakiman yang menyatakan "Segala Keputusan Penga^ 

d ilan  se la in  harus memuat alasan? dan dasar2 putus­

an itu , juga harus memuat pula pasal2 terten tu  dari 

■oeraturan? yang bersangkutan atau sumber hukum tidak  

t e r tu lis  yang di,iadikan dasar hukum untuk m engadili;

* bahwa walaupun akte n o ta ris  I-Toh. Tahya Purwodidjoio 

?To.22 dari Hadi ^ u ry ^ to  kepada Tjong ^ jian g  Kwee 

dibuat secara n o ta r ie e l te t^ p i is in y a  tidak  mengan- 

dung pemberian kuasa untuk seluruh perbuatan hukum 

dan walaupun disebut ’’Khusus” te ta p i sesungguhnya 

is in ya  Tmum” belaka, dan sama s ek a li tidak  tercan- 

tum pemberian kuasa secara khusus untuk melakukan 

gugatan terhadap d i r i  penggugat untuk kasas i-tergu - 

ga t-a sa l sebagai penyewa (Keputusan Hahkamah. Agung 

tanggal 9 "Desember 1970 no.29^ K/Sip/1970) ; 

bahwa keputusan Pengadilan T in gg i tidak dapat d ibe­

narkan berdasarkan pasal 178 ayat3 HIR karena d ik- 

tum k e-7, baik dalam petitum gugatan tergugat dalam 

kasasi/penggugat-asalf maupun dalam diktum keputus­

an Pengadilan N egeri atau dalam kontra memori ban­

ding tergugat dalam kasasi/penggugat-asal tidak  d i-  

minta o leh  tergugat dalam kasasi/penggugat-asal ; 

bahwa sesuai dengan azas" Koop breekt geen huur" 

pasal 1c7r tj.W. maka in  kasu tergugat dalam kasasi/ 

penggugat-asal selaku pem ilik  baru wajib menarik 

uang sewa ditempat/dirumah penggugat untuk kasasi/
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tergu gat-asa l sesuai dengan kebiasaan "ang d ilaku- 

kan oleh P.'11. EK dan sesuai dengan pendapat

Dr. ’-/irjono Prodjodikoro SH dalam bukunya " Hukum 

Perdata tentang persetujuan merten tu ’' cetakan ke-

2 h a l. ^0 ;

6. bahwa permohonan penggugat untuk kasasi/tergugat- 

asal untuk memperoleh hale pakai atas tanah sengketa 

bukanlah merupakan perbuatan onrechtraatig sebab 

permohonan tersebut didasarkan pada bukti surat Ke­

terangan pendaftaran tanah ITo.2213 yang secara ke- 

l i r u  dikeluarkan oleh Sub D it Agraria  dengan menye- 

butkan tanah sengketa adalah tanah negara dimana 

penggugat untuk kasasi/ tergugat-asa l I I  yang te lah  

mempunyai rumah permanent d iatasnya, dapat sa ja  me- 

mohonkan sesuatu hak atas tanah negara dengan tanpa 

melanggar kepentingan siapapun ; 

bahwa keputusan Judex f a c t i  te lah  melanggar pasal 

164 HI3, karena dalam keputusan tersebut te lah  d i-  

pergunakan upaya pembuktian dengan keyakinan, da­

lam pasal 164 HIR keyakinan tidak  disebutkan seba­

ga i a la t bukti syah untuk memutus perkara ;

8, bahwa ju a l-b e l i  antara P.T.T3C HONG- dengan Hadi I^ur- 

janto adalah melanggar In stru ksi Mentri Pertanian 

dan Agraria ?ToJ Tnda 9/1/14 tanggal 18 Pebruari 

19*4.

karena ju a l-b e l i  tersebut d ilatakan hanya untuk ta -
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nahnya sa ja  sedang nimah yang ada diatasnya tidak 

d iju a l kepada tergugat dalam kasasi/penggugat-asal;

Menimbang : 

mengenai keberatan ad. 1 :

bahwa keberatan in i  tidak  dapat dibenarkan, 

karena Pengadilan T in gg i Jakarta tidak  salah mene- 

rapkan hukum, pada tingkat banding suatu perkara 

d iperiksa  kembali secara keseluruhan ; 

mengenai keberatan ad. 2 :

bahwa keberatan in i  juga tidak  dapat dibenar­

kan, karena Pengadilan ^ in gg i Jakarta tidak  salah 

menerapkan hukum ; 

mengenai keberatan ad. 3 :

bahwa keberatan in i  dapat dibenarkan, karena 

Pengadilan t in g g i Jakarta salah menerapkan hukum 

cq. hukum acara. Kama ^ergugat dalam kasasi/penggu­

ga t-a sa l adalah Hadi Murjanto, sedangkan surat gu­

gatan ditanda tangani oleh ku as any a yang bemama 

Soenarto Soerodibroto SH, yang tem ya ta  dalam ber- 

kas tidak terdapat surat kuasa d a ri Hadi ITurjanto 

kepada kuasanya itu , yang ada dan yang d ipertim - 

bangkan o leh  Judex-facti adalah akte n o taris  Iloh. 

Yachya Purwodid.io.jo tanggal 22 Pebruari 1975 N o.22 

b e r is i  kuasa umum dari Hadi Murjanto kepada Tjong 

^ jion g  Xwee, dan surat kuasa dari Tjong T jion g 

Kwee kepada Soenarto Soerodibroto SH, tanggal 22
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Januari 1976 , yang notabene "jon g  njion g  Kwee t e r ­

sebut tidak  menyebutkan bahwa ia  bertindak sebagai 

kuasa dari ^adi Furjanto dengan perkataan la in , d i-  

dalam surat kuasa tanggal 22 Januari 197* tersebut 

mjong " j io n g  Kwee bertindak atas nama dan untuk d i-  

r i  sen d ir i ;

I-^enimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan2 

tersebut d iatas dengan tidak  perlu raempertirobangkan 

keberatan2 kasasi lainnya, maka menurut pendapat 

Mahkamah \gung terdapat cukup alasan untuk raeneri- 

na permohonan kasasi yang diajukan oleh Penggugat 2 

untuk kasasi : ftOTW TJHHTG LIM dkk. tersebut, dan 

untuk membatalkan keputusan Pengadilan ^ inggi Jâ - 

karta serta  Pengadilan !Te ge r i Jakarta Parat'dan Se- 

latan  tersebut, sehingga Mahkamah .\gung akan menga­

d i l i  sen d ir i perkara in i  dengan menyatakan bahwa 

/rugatan tergugat dalam kasasi/penggugat-asal tidak 

dapat d iterim a :

Fenimbang, bahwa tergugat dalam kasasi/penggugat- 

asal adalah pihak yang kalah, maka harus raembayar 

semua b iaya perkara, baik yang tin b u l dalam tin g ­

kat pertama, dan dalam tingkat banding, maupun dalam 

tin gkat kasasi ;

^emnerhatikan pasal 40 Tindang2 To. 14 tahun 1970, 

TTndang? *To.13 tahun 19*5 dan TTndang2 No.1 tahun 

19c0 ;
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M'~E M  TT * r  3 K  \ N  :

TTenerima permohonan kasasi dari penggugat2 

untuk kasasi : 1. qpHW * J w r T LIT!. dan 2. KY.KA1! 

^HIAN ITT a l .  !T ,  IT  A? KATTAtfATI tersebut ;

?Tembatalkan Keputusan Pengadilan ^ inggi Jakarta 

tanggal r- Maret 1978 No. 196/1977/PT.Perdata dan Ke- 

putusan Pengadilan Negeri Jakarta la ra t  dan Selatan 

tanggal 3 Nopember 1976 No.3V1976 G.

DAN DSPaAN 1I5NGADILI SENDI” !  : 

Menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak  dapat 

d iterim a ;

Menghukum penggugat asa l untuk membayar semua 

b iaya perkara baik yang timbul dalam tingkat per- 

tama dan dalam tingkat banding, maupun dalam t in g ­

kat kasasi dan b iaya perkara dalam tin gkat kasasi 

in i  ditetapkan sebanyak ^p.2630,- (dua ribu enara 

ratus t ig a  puluh lupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawa- 

ratan Hahkamah \gung pada h ari : SELASA, tanggal

22 Juni 1980 dengan Indroharto SH, Hakim-Agung 

yang ditunjuk oleh Ketua Hahkamah Agung sebagai 

Ketua Sidang, S.Hendrotomo SH, dan S r i Widoyati 

Wiratmo Soekito S^, sebagai Hakim2-Anggauta, dan 

diucapkan dalam sidang terbuka pada h ari ; KAMIS, 

tanggal 1̂ J u li 1980 oleh Ketua Sidang tersebut, 

dengan d ih a d ir i oleh S.Hendrotomo SH, dan S r i Wi-

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PERADILAN KASASI DALAM PERKARA PERDATA RATNA BUDI WAHYUNI



doyati Viratmo Soekito STJS flak in 2- \n'\~*uta, dan 

r awangsih Soetardi SH, Panitera-Pen/^anti, dengan 

tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

T7akim2-\n£/?anta :

/ttd/.S. C7endrotonio ^.H.

/ttd/. Sri T,Tidoyati Viratmo 

Soekito SH,

^ i  a y a :
Pemberitahuan kasasi dan pe- 
nyernhan salinan memorinya ^ .2 .^ 0 0 ,-  
n e d a k s i  7p. 30,-
™ e t e r a i  7p. 100,-

R p.2 .<:30l -

rntuk Salinan : 
Kepala ^idang Perdata Ilah- 

karaah Asjung R.I.

( r y . m.S.Aslamiah Soelaeman SH)
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